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ABSTRAKSI

Perjanjian ferapeutik pada saat ini mengalami perkembangan batk di Rumah Sakit
maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam
bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaiu yang tidak ada
Lhubungainya secara organisatoris dengan Rumah Sakit  (/reestanding Ambulatory
Centers). Pelaksanaan perjanjian /erapewtik di khinik mandiri, cenderung terjadi secara
lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari
konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan
terapi. Menurut H. Dalmi [skandar dan T. Syamsul Bahri dalam piesentasinya pada temu
ilmiah I PerHuki menyatakan bafiwa lahimya /nformed Consent adalah setelah lahimya
transaksi atau perjanjian ferapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara
dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban.

Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian ferapeudik
antara dokter umnum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor
masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum
dari perjanjian rerapewtit di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umumn dan pasien
terhadap kesalahan diagrosa?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Deskripif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode
kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik
data primer maupun data sekunder.

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan :

a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewsjiban dalam Perjanjian
Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi
Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran
Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk
terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat.

b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik
Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan
Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain
timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan metawan hukum) dari
perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya
berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode
Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik
Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),
perdata atau pidana.

Mengingat pentingnya kesehaian masyarakat maka perlu adanya perbanyakan
program  sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingpa
masyarakat memahami hak dan kewagibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi
korban apabila terjadi pelanggaran bukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar
mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedckteran sehingga timbul
kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim
perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran,

Kata kunci: Perjanjian Terapeutik




ABSTRACT

Terapeutik agreement in these time aiready having some changes which is
in big hospital or only on small clinic. Clinic is also have several changing one of
them are in their services which we call Independent clinic, this clinic have no
organisatories connection with hospital (freestanding ambulatory centers).
Terapeutik agreement in Independent clinic ussually in only in oral agreement
which the procedure is simplg as the illness consultation, then diagnosa and
therapy. H. Dahmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri in their presentation in Science
Meeting [ Perhuki claim that the born of Informed Consent are exist after the
transaction or terapeutik agreement, so that are create the law connection between
the doctor and the patient which continue are create a right and obligations
between doctor and patient.

From those opinion, this tesis get the objection problem, they are: Why in
terapentik agreement between doctor and patient in indepent clinic in Kabupaten
Bogor each party doesn’t understand their right and obligations ? and How the
consequences of terauputic agreement consider with the mistaken in diagnosa ?

The approach method that use in this tesis is yuridis empiris approach.
Research specification is Deskriptif Analitis. And data analize in this research is
kualitatif method.

. From them this research get the conclusion:

a.The reason that make the partie doesn’t understand their right and obligations
in terapeutik agreement is Law structure factor, law fiction principal of
medical law are not being do in the right path and the law culture factor are
not support for the development of understanding in medical law for public.

b.Then the impact of the terapeutik agreement between doctor and patient in
small clinic is the agreement execution itself. The agrecemnet execution is
right and abligations filfull between themselves. The law impact of the
negligent from those agreenient are appear such as mistaken diagnosa so the
law impact is there will be law execution process through administration path
through MKEK, P3EK, MKDXI, criminal justitie and civil justitic.

The suggestion are improving and developing in socialisation knpwlegde
of medical law program to the public. So the public will realize their right and
obligations in medical law and as a patient they will not always be a victim for
negligence or carelessness of the medic and open the opportunity to watering
down the law medical process progressing that may impact of ithe public trust to
court. It also necessary to publish the judge decision whether crimonal justitie or
civil justitie consider the medical case.

Keyword : terapeutik agreement
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang
pada saat ini semakin pe;at khususnya perkembangan ilmu dan teknologi
di bidang kedokteran. Seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran dan
pusat-pusat pelayanan kesebatan serta pusat-pusat peiayanan medik di
negara kita, maka semakin lama banyak orang yalng berhubungan dengan
tenaga, sarana dan teknik kzdokteran. Hal ini juga ditandai dengan
meningkatnya sislem pelayaran kesehatan dan pelayanan mecik baik
secara kualitatif dan secara kuantitatif. Sistem pelayauan keschatan dau
pelayanan medik yang dijalankan oleh profesi dokter harus berhadapan
dengan etik kedokteran serta masalai-masalah yang timbul dalam etik
kedokteran tersebut.

Hal demikian berlaku karena profesi dokter berbeda dengan
.profesi bisnis, di mana profesi dokier merupakan saatu profesi yang
disertai dengan moralitas tinggi, di mana setiap dokter harus siap setiap
saat memberikan perfolongan kepada siapa saja, kapan saja dan di tempat
mana saja sesuai dengan standar profesi. Profesi dokter harus dijalankan

sesuai dengan kode etik kedokteran. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan, yang dimaksud dengan




standar profesi adalah pedomar yang harus dipergunakan sebagai petunjuk
dalam menjalankan profesi secafa. baik.!

Seiring dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dan
pelayanan medik tersebut maka peranan hukum dalam pelayanan
kesehatan dan pelayanan ynedik semakin meningkat. Polayanan keschatan
dibedakan atas dua macam yaitu pelayanan kesehatan masyarakat (Public
_Heahh Service) dan pelayanan kesehatan kedokteran {(Medical Service},
uuntuk pelayanan kedokteran dapat diselenggarakan sendiri dengan tujuan
utamanya yaitu untuk mengobati (Kuratif) penyakit dan memulihkan
{(Rehabififatif) kesehatan serta sasaran utamanya adalah perseorangan.
Sedangkan pelayanan keschatan masyarakat, umisnnya diselenggarakan
bersama-sama dalam suatu organisasi, bahkan harus mengikutsertakan
potensi masyarakat dan mencegah penyakit serta sasaran utanvarya adatah
masyarakat secara keseluruhan ? Di samping Pelayanan kesehatan ju'ga ada
pelayanan Medik di mana pelayanan ini mencakup semua upaya dan
kegiatan berupa pencegalvan (Preventif), pengobatan (Kuratif), peningkatan
(Promotif), dan pemwlilan (Rehabifitutif) kesehatan yang didasaken atas
bubungan individual antara para ahli di bidang kedokteran dengan individu
yang membutuhikannya

Seiring dengan tuntutan perkembangan kesadaran hukom

masyarakat vang didapat dilihat dengan indikator peningkatan pada

! DrsJefLeibo, Hukum Dan Profesi Kedofderan Dulam Masyorokat Indonesia,
(Yogyakaria ; Liberty, 1986}, Hal iii

2 A Azwar, Menjaga Mum Pelayanan Rawal Jalan, Majalah Kesehatan Masyarakat
Indonesia, Th. XX .No.4 :Hal 196,




pengetalinan  hukum, pemahanan hukunt, sikap terhadap hukum dan
perilaky hukum ' maka perlunva penimgkatan kualitus pelavanan medis
yang dapat d perranggungjaw'abkau secara hukum.

Segi hukum dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan medik
akan selalu bcrhubungmy,\karena pada saat seorang nasien menyatakan
kehendaknya untuk menceritakan riwayat penyakitnya kepada dokter dan
.dokler yang menyatakan kehendaknya untuk mendengar keluhan pasien,
maka telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedatangan
pasien ke tempat praktek dokter, atau Rumah Sakit atau Klinik, atau sarana
pelayanan medik Jainnyas flapai ditafsirkan bertujuan untuk mengajukan
_ penawaran (Offer, Aanbod) kepada dokter untuk dininta pertolongan
;'dalam mengatasi keluhan yang dideritanya.” DBegitu pula sebaliknya dait
dokter juga akan melakukan pelayanan medik yang berupa ranpkatan
tindakan yang dilakukan cleh dokter terhadap pasien yang terdir dari
diaenostik dan ferapentik yang didasarkan pada persetujuan. Qleh karena
itu hubungan hukum antara dokter dan pasien disebut transaksi ferapentik

atau perjanjian ferapeutik, karena fimbul & vi adanya Kesesuman

—
L
b
<

pernyataan kehendak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasa

sub (1) KUH Perdata menpenai salaly satu syaral sabnya perjanjian yaiy

? Soerjono Soekanto, Aeberapa Aspek Susioyridis Musyarakas, (Bandung. A,
1083), Hal 90

i Dr. Veronica Komalawall,S.HL ML, Peranar dnformed Consemt Dalam Tronsakysi
Terapeutik, (Randung ; PT, Citra Aditya Bakti, 2002),Hal. 146,
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persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya (Dc toestemming van
degenen die zich verhinden)’.

Perjanjian ferapentik merupakan perkembangan dalam hukum
perdata, yaitu masuk dalam kategori perjanjian lain sebagaimana yang
diterangkan pada Pasal 1319 KUH Perdata, bahwa untuk semua perjanjian
baik yang mempunyai suatu nama kKhusus, maupun yang tidak terkenal
dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai
perikatan pada umumnya (Bab I Buku III KUH Perdata) dan pada
peraturan umum mengenai perikatan yang bersumber pada perjanjian (Bab
1] Buku III KUH Perdata). Perjanjian tersebut supaya dapat dikatakan sah,
harus memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, dan dalam pelaksanaannya memperhatikan Pasal 1338 KUH
Perdats yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.

Secara yuridis timbulnya hubungan hukum termasuk di dafamnya
l-'hubungan hukum antara dokter dan pasien, berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu ;

a. Berdasarkan Perjanjian / persetujuan (jus confractuaf),

b. Berdasarkan undang-undang (ius delicro)’

Perikatan tersebut bisa timbul dari adanya perjanjian atau

perjanjian ity menerbitkan suatu perkatan antara para pihak yang

membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian

perkataan yang mengandung janji-janji / kesanggupan yang divcapkan atau

3 1bid ‘

6 prof. R Subekii, S.H. EL AL, Kitab Undang=Undang Hukum Perdata (BW), Cetakan Ke
Dua Puluh Satu, (Jakarla :PT. Pradnya Paramita, 1989), Pasal 1233 Bab |
Buku 11, Hal 291,




ditulis. Sebagai perikatan dalam transaksi ini terdapat dua pihak yaitu
dokter sebagai penyelenggara jasa kesehatan (healty provider) dan pasien
sebagai pemakai jasa layanan kesehatan (healty consumens). Hak pasien
berhadapan dengan kewéjiban dokter demikian pula sebaliknya, serta
prestasi yang akan dilakukan masing-nasing pihak.

Apabila perjanjian ferapeutik dikategorikan sebagai perjanjian
maka hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1601 Bab 7A Buku III KUH
Perdata, maka dalam hal ini perjanjian ferapeutik termasik ke dalam jenis
perjanjian untuk melakukan perkerjaan dalam bentuk persetujuan untuk
melakukan jasa-jasa tertentu yang diatur dengan kefentuan khusus.
Ketentuan khusus yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selain itu jika dilihat dari ciri yang
dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai
tindakan pengurusan orang lait. (Zaakwarneming), diatur dalam Pasél 1354
KUH Perdata, maka perjanjian fergpeutik merupakan petjanjian fus
generis.7

Dalam perjanjian ferapewtik yang diperjanjikan adalah agar
dokter mengupayakan penyembuhan pasien melalui pencarian terapi yang
paling tepat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan pasien
berkewajiban secara jujur menyampaikan apa yairg dikeluhkannya, agar
dapat ditemukan beberapa alternatif pilihan terap’, untuk akhimya pasien

berhak memilih jenis terapi yang diinginkan berdasarkan informasi dari

"0p.Cit, Hal 9.




dokter tersebut. Apapun terapi yang digunmakan tentu tidak menjanjikan
suatu hal yang pasti, namun dalam menemukan atau mencari penyeinbuhan
itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dan karenanya merupakan
perjanjian berusaha sebaik mungkin (inspanningsverbitenis). Im berarti
bahwa objek perjanjian (verbitenis) bukan sesuatu yang pasti, sehingga
kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka salah satu
pihak yang merasa dirugikan lalu dapat menggugat seperti halnya dalam
suatu resiko perikatan,®

‘ Perjanjian ferapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik
di Rumah Sakit maupun di Klink. Perkembangan klinik juga mengalami
berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah
klinik mandiri,” yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris
dengén Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan
perjanjian ferapeurik di klinik mandiri (khususnya di klinik mandiri
sederhan_a), cenderung sederhana bila dibandingkan dengan Rumah Sakit,
karena di klinik mandiri perjanjian ferapeutik biasanya terjadi secara hsan
saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal
dari konsultasi yang dimulai dari anamnesa, yaitu riwayat penyakit yang
disusun oleh dokter dari keterangan atau informasi yang diberikan oleh
penderita secara sukarela dan dari keferangan yang diperoleh dengan

melakukan wawancara atau komunikasi pada penderita atau keluarganya

8 prof. Hermin Hediali Koeswadji, 8.H., Hukum Kedokieran, (Bandung : PT.Citra Aditya
Bakti, 1998), Hal 101, .
? Dr,Veronica Komalawati, Op.Cit, Hal. 81




vang mengetalni benar-benar tentang keschatan penderita'®, selanjutoya
dilakukan diagnosa dan terapi. Hal ini berbeda dengan Rumah Sakit yang
tahapannya berawal dari konsultasi, diagnosa, terapi yang mana
selanjutnya dilakukan tindakan medik atau biasa Jisebut dengan Informed
Consent. Menurut H. Balmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam
presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya
Informed Consent adalah setelah lahimya transaksi atau perjanjian
terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan
pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. I

Seiring dengan perkembangan pola hubungan antara dokter dan
pasien dari pola hubungan paternalistik, kemudian bergerak ke pola
hubungan yang horizomtal komtrakinal, maka dari ite kedudukan pasien
menjadi sederajat dengan dokter dan tidak lagi sebagai sekedar objek
dalam suatu upaya penyembuhan, tetapi berkedudukan sebagai ‘subjek.
Perubahan pola hubungan ini menjadikan setiap upaya penyembuhan yang
dilakukan oleh dokter memerlukan pérserujuan dari pasisnnya. Persefujuan
inilah yang dikenal dengan persetujuan tindakan medik atan Informed
Consent. Persetujuan pasien ini didasarkan informasi mengenai penyakit
alternatif, upaya pengobatan serta akibat yang mungkir: terjadi dari upaya

pengobatan.

' sidharla, Pemeriksaan Klinis Umum, (Jakarta ; Dian Rakyat, 1983),Hal 6
" Yanti Handayani Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Jasa Keschatan
Dakter Gigi Di Yogyakarta™ (UNSOQED, Purwokerto, 1999), Hal 8.




Perjanjian ferapewtik yang difakukan di Klinik Mandiri lebih
sederhana apabila dibandingkan dengan perjanjian (ferapeutik yang
ditakukan di Rumah Sakit, karena mayoritas perjanjian yang dilakukan
adalah perjanjian rcra_peul.ik sebetum lahirmya Informed Consent, sehingga
apabila timbul suatu kelalaian dari dokter batk pada proses diagnosa
maupun pada proses terapi termasuk pemberian saran dari dokter untuk
kesembuhan pasien, maka dari kelalaian tersebut pasien dapat melakukan
tuntutan  secara  hukum selama Kkelalaian tersebut dapat dibuktikan.
Mengenai kelalaian dokter dalam melakukan pelayanan medik terhadap
pasien sering kali disebut sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan
melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu
perbuatan-perbuatan sebagai berikut :'>

|. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain,
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya
sendiri.

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

4, Perbustan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau
keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

b

Selain itu juga diatur dalam Kitab Undang=Undang Hukum
Pidana pada Pasal 360, Pasal 361 den Pasal 359 KUHP. Dalam Hukum
Perdata kelalaian tersebut dapat dituniut selama kelalaian tersebut
menimbulkan kerugian secara ﬁsik pada pasien, tetapi kerugian yang
diderita oleh pasien secara psikis tidak diator dalam Hukum Perdata,

karena di dalem hukum Perdata setiap kerugian dapat dimintakan ganti

2 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), {Bandung,
Citra Aditya Bakii, 2002), Hal. 6 Et Seq




kerugian. Masalah lain yang timbul sekitar perjanjian ferapeutif, yaitu
adakalanya perjanjian ferapeuiik yang berupa Informed Consens juga
menjadi alasan bagi seorang dokter vang melakukan kelalaian untuk
melaknkan hal yang tidak berfanggung jawab, karena menuruv pihak
dokter, pelayanan medik,vang telah dilakukan sudah sesuai prosedur dan
standar pelayanan medik scrta pasien juga sebelumnya telah menyatakan
persetujuannya melalui Mnformed Consent. Hal ini akan sangat dilematis
apabila meninjau dari pelayanan kesehatan pada Kliaik, khusnsnya di
Klinik Mandiri sederhana.

Berdasarkan realitas tersebut maka dalam pejanjian ferapeutik
yang dilakukan di Klinik Mandiri sederhana, berhubungan erat dengan hak
dan kewajiban dokter dan pasien. Hak dan kewajiban dokter serta pasicn
tersebut, secara umum diatur dalam Keputusan Menteri Kesebatan Nomor
434/ MEN.KES/SK /X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran
Indonesia Fagi Para Dokter di Indonesia. Tetapi dalam realitas,
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut terbentur oleh kelalaian baik di
pihak dokter manpun pada pihak pasien. Suatu kelalaian adalah sesuatu hal
yang tidak disengaja dilakukan. Oleh karena itu seorang dokter harus
memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugas atau kewajibamya,
meskipun pada zaman ini dengan teknologi dan peralatan tinggi,
adakalanya dokter harus menempub resiko namun harus dapat diterima

karena setiap profesi mempunyai “Resiko van het bedrijf”.




Beberapa kasus kelalaian juga telah terjadi pada beberapa klinik
di Kabupaten Bogor, di mana pada beberapa klinik mandiri senderhana di
Kabupaten Bogor yang dikunjungi oleh pasien menengah ke bawah,
menghadapi keterbatasan dalam hal peralatan, sehingga mempengaruhi
seorang dokter dalam melakukan diagnosa dan terapi terhadap pasizn. Dari
kesalahan diagnosa tersebut ada beberapa pasien yang mengalami luka
ringan yang tidak menimbulkan akibat yang fatal seperti kematian, tetapi
hal ini tidak menjadi masalah bagi pasien yang tidak menyadari kesalahan
yang telah dilakukan oleh dokter. Bagi pasien yang memahami mengenai
kesalahan dokter, mereka mendatangi kembali dokter di kiinik mandiri
sederhana tersebut untuk meminta gati kerugian atas kesalahan atau
kelalajian dokter tersebut. Hal ini dapat terjadi, karena berawal dari

kesalahan para pihak {dokter dan pasien) dalam melakukan komunikas: di

. dalam perjanjian rerapeutik, karena dari data Komite Medik dapat

diketahui bahwa kegagalan pada kasus tersebut terdapat dalam
pemeriksaan medik, yang mana dalam pemeriksaan medik ini terjad:
kegagalan hubungan komunikasi antara dokter dengan pasiennya.
Komunikasi antara dokter umum dan pasien ini merupakan awal dar.
terjadinya kesepakatan untuk terjadinya perjanjian ferapeutik.

Melihat kenyataan dan  permasalahan  tersebut  di  atas
menumbuhkan minat untuk mengadakan penelitian dan pengkajian dengan
memilih judul : “Perjanjian Terapeutik antara Dokter Umum dan Pasien

Pada Klinik Mandiri Sederhana di Kabupaten Bogor™.

10




Penelitian ini akan mengikuti alur pelaksanaan pegjanjian

terapeutik antara dokter dan pasien di Klinik Mandiri sederhana,

khususnya mengenai perjanjian terapeutik dalam kegiatan diagnosa oleh

dokter dan juga rangkaian dari kegiatan perjanjian fergpeutik yang berupa

pelaksanaan hak dan kewgjiban dokter wmum dan pasien,

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan beberapa
permasalahan yang akan dibahas pada Bab mengenai Pembahasan. Adapun
permasalahan tersebut adalah ;
1. Mengapa dalam pelaksanaan perjanjian ferapeutik antara dokter umum
dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor,
masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban ?

i

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian ferapentik di Kiinik Mandiri

sederhana antara dokter umum dan pasien, karena adanya kesalahan

diagnosa ?

C. Tujuan Penelitian
Penchitian ini dilakukan dengan (yjuan |

1.Untuk mengetali dan menganalisis mengenai pelaksanaan hak dan

kewajiban dokter umum dar pasien dalam perjanjian terapeutik di Klinik

Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor.
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2.Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum dari
perjanjian terapentik antara dokter umum dan pasien pada klinik mandiri
sederhana khususnya di Kabupaten Bogor terhadap kesalahan diagnosa

yang dilakukan oleh dokter wraum terhadap pasien.

k]
D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini hendakya dapat mencapai scperti
yang diharapkan baik dari segi ilmiah maupun dari segi masyarakat, yaitu ;
1. Segi llmiah

Sebagai bahan masukan dan pengkajian lebin lanjut bagi para

teoritisi yang ingin memperdalam Hukum perdata mengenai perjanjian
khususnya mengenai perjanjian ferapeutik.
2. Segi Masyarakat
Merupakan bahan masukan bagi profesi di bidang kedokteran,
bagi Rumah Sakit dan Klinik serta masyarakat yang mengetahui,

mendalami, membuat dan melaksanakan perjaniian ferapeutik.

E. Sistematika Penulisan Tesis
Proses akhir dari penelitian ini setelah data terkumpul dan
dianalisa adalah proses penyusunan data - data dalam bentuk laporan akhir
dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;
BAB - PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai
[atar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kcgunaan

penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB II

BAB 11l

BAB IV

BABV

» TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini dijelaskan mengenai
pengertian dan arti penting perjanjian, syarat sahnya perjanjian
dan perjanjian terapeutik, akibat hukum dari perjanjian
terapeutik, pengertian dokter, pasien dan klinik, hubungan
hukumn antara dokter dan pasien, hak dan kewajiban dokter dan
pasien.

- METODE PENELITIAN, pada bab ini akan dibahas mengenai
metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengambilan
data, metode penyajian data, dan metode analisa data.

- HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakén hasil dan
pembahasan yang diperoleh dari penelitian melalui studi
pustaka maupun melalui penelitian di lapangan mengenai akibat
hukum dari perjanjian terapeutik antara dokter umum dan
pasien pada klinik mandiri sederhana di Kabupaten Bogc;r serta
mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dokter dan pasien
dalam perjanjian terapeutik.

: PENUTUP, berdasarkan hasil dan pembahasan maka ditarik
kesimpulan dan juga dijelaskan mengenai saran-saran bagi
pihak yang terkait berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh

dari penelifian,
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya
1. Perjanjian Sebagai Dasar Perikatan

Pcrfanjian adalf:h sumber hubungan hukum (perikatan) yang
diadakan oleh dua orang / lebih. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata
disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :

1. Perjaniian ; dan

2. Undang-undang.

Perikatan yang muncul karena perjanjian adalah mengikat para
f)ihﬁk yang membuatnya seperti perjanjian sewa menyewa hanya
mengikat kepada penyewa dan yang menyewakan, sedangkan perikatan
vang muncul karena undang-undang contohnya adalall .adalah
Zakwarneming |/ mengurus urusan orang lain, maka barang siapa
memutuskan mengurus urusan orang lain maka secara otomatis ia
memiliki kewajiban terentu, Untuk lebih jelasnya dicontohkan seseorang
yang mengurus urusan orang fain berupa mengurus payung orang lain
yang tertinggal maka ia terkena kewajiban untuk mengurus payung
tersebut hingga sampai ke tangan pemiliknya dalam keadaan seperti
semula.

Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KIUJH Perdata secara
umum, menyebutkan sebagal “suaiu perbuatan dimara satu orang alau

lebih mengikathan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.
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Berdasarkan pada bunvi Pasal tersebut. timbulah suatu hubungan
antara 2 (dua) orane tersebut vang dinamakan perikatan. Perianiian ifu
menerbitkan perikatan antara 2 (dua) orang vang membuatnva. Dalam
bentuknya perianjian itu berupa suatu rangkaian perkataan vang
meneanding ianii-ianii alau kesanzeuan vane divcankan atau ditulis.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan adalah suvatu
hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak berdasarkan
mana pihak yang satu berhak menuntut sesnatu hal dari pihak vang lain
dan vihak vanse lainnva berkewaiivan untuk meme_rm‘ni {uiiutan itw,"

Menurut Prof. Subckti, S.H. hubungan antara perikatan dan
perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian
adalah sumber perikatan, disampingnya sumber lain.

Pengertian perjanjian seperti tercantum dalam ketentuan Pasal
1313 KUH Perdata menurut para ahli hukum memiliki be:t)erapa
L.:elemahan. Kelemahan - kelemahan tersebut adatah'® :

a. Hanya Menyanghkut Sepihak Saja
Hal ini dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya”. Kata kerja

“mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari

¥ Hasanudin Rahman,$. 1., Leza! Drafting, (Bandung, ¥1.Cirg Adityn Bakti, 20003, Hal
4,

* Abdul Kadir Muhmammad, Hukum Perdata Indonesiu, (Bandung ; Citra Aditya Bakii,
2000), Hal 228

13 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta, PT. Pembimbing Masa, 1963). Halaman 4.

16 Abdulkadir Muhanunad, Hukum Perikatan, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakli, 1992),
Hal 74.
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kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan
diri” jadi ada konsensus antara pthak-pihax.
Kata Perbuatan Mencakup .Juga Tanpa Konsensus

Dalam pengertian  “perbuatan”  termasuk  juga  tindakan
melaksanakan tugags tanpa kuasa (zaokwaarneming), tindakan
melawan hukum (onrechimatipedand) vang tidak mengandung suam
konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
Pepgertian Perianjian Terlalu Luag

Perianian dalam Pasal tersebut dianggap terlalu fuas, karena

mﬂrﬂﬂf;ﬂlfﬂﬂ ™ow aﬂ"iﬂ‘l" ("a“‘\'lﬂ ey mﬂaT"lf‘ “'l“ﬁ" ‘F\\‘l Id mal’lm"'ﬂ“]f ™

mengacakan porjanjan Stmngga massud pinad-pu ak mengikatkan
4

diri itu tidak jelas untuk maksud ana

dir: iu tiday jelas unfu maxsug ap

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka perlt diadakan
perbaikan-perbatkan mengenai pengertian perjanjian tersebut. Untuk
dapat mencerminkan apa yang dimaksud dengan perjanjian, sangat

layak apabila meninjau pendapat berikut
“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai
dengan formalitas — formalitas dari peraturan hukum yang
ada, tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih
orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum

emi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak yang lain
atau demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain

N




atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak
secara timbal balik.”"

Suatu perjanjian juga dinamakan persetuyuan, karena dua
pihak setuju untuk melakukan sesuatu atau setuju untuk menolak
melakukan sesuatu. Oleh karena itu maka kedua kata yaitu perjanjian

Y
dan persetujuan mempunyai arti yang sama.

Selain perjanjian sumber perikatan yang lain adalahh Undang-
undang. Ada 3 (tiga) suniber norma yang mengisi suatu perjanjian,
yaitu Undang-undang, kebiasaan dan kepatu.an. Pada Pasal 1338 ayat
(1) KUH Perdata discbutkan bahwa “Sennic perjuafian yang dibuai
secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya’”.

Hukwn perjanjian juga menganut sistem terbuka, artinya
hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa
saja, asalkan tidak dilarang oleh Undang-Undang. Dalam KUH
Perdata ditegaskan bahwa sistem terbuka yang dianut oleh hukum
perjanjian mengandung suatu asas kebebasan  berkontrak,
sebagaimana dapat kita simpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata.

Derdasar penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa

perjanjian merupakan sumber hubungan hukum (perikatan} yang

Y purwahid Pawik, Hukwm Perdata I, (Semarang, © Seksi Hukum Perdata FH UNDIP,

1996), Hal 49
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diadakan oleh dua orang / lebih, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
1233 dan 1313 KUH Perdata. Selain itu sebuah perikatan juga lahir
dari sebuah perjanjian dan undang-undang, Sehingga dalam sebuah
perjanjian ada sebuah hubungan timbal baltk yang mana satu pihak
berhak mendapatkan sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk

nelakukan sesuatu yang telah disepakatinya.

2. Pengertian Perjanjian Terapeutik

Terdapat beberapa definisi mengenai perjanjian ferapeutik dari
para sarjana, diantarantaranya menurut H. Koeswadji, bahwa transaksi
terapeutik sebagai transaksi (perjanjian/verbintenis) untuk meycari /
menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien atau dokter.'®

Menurut V. .Komalawati (ransakst atau perjanjian /lerapeutik
merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan
medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan
keahlian dan keterampilan tertentu dibidang Kedokteran. '

Dalam mukadimah Kode Etikk Kedokteran Indonesia yang
termuat  dalam  Keputusan  Mentenn  Kesehatan RI  No.
434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran

Indonesia, menyebutkan bahwa ;

¥ Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Mengenai Kode Erik Kedokteran,
Ceramah Dalam Forum Diskusi Yang Diselenggarakan Oleh 1DI Jawa
Timur, Tanggal {1 Marel 1984

¥ Dr. Veronica Komalawail,§ H. .M.H., Peranan Informed Conscni Dalam fransaksi
Terapewtik, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hal 1.
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Sejak permulaan sejarah tersirat mejngenai umat manusia sudah
dikenal hubungan kepercayaan antara dua jinsani, yaitu sang -pengobat
dan penderita, Dalam jaman modem hubthgan mi disebut hubungan
terapeutik antara dokter dan pasien, yang dilakukan. dalam suasana
saling percaya mempergayai serta senantias%l diliputi oleh segala emosi,
harapan dan kekhawatiran mahluk insani, |

Istilah transaksi atau perjanjian rerapjeutik memang tidak dikenal
dalam KUH Perdata tetapi dalam perjanjian lain sebagaimana
diterangkan dalam Pasal 1319 KUH Perjdata, bahwa untuk semua
péxjanjian baik yang mempunyai suatu nama: khusus, maupun yang tidak
terkenal dengan suatu nama tertentu, tunﬁuk pada peraturan umum-
mengenai perikatan pada umumnya (Bab 1 l;lllill.IIT KUH Perdata), dan
peraturan umum mengenai perikatan yang bersumber pada perjanjian
{Bab Il Buku I1I KUH Perdata). Dengan demikian untuk sahnya trz;nsaksi
atau perjanjian ferapeutik harus pula dipenuht syarat-syarat yang termuat
dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan akibat? yang ditimbulkannya yang
diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengandung asas pokok
hukum perjanjian. |

Suatu perikatan bisa timbul batk karerjla perjanjian maupun karena
Undang-Undang sehingga dalam menentuk;m transaksi atau perjanjian
terapeutik tidak terlepas dari kedua sumbefr perikatan tersebut karena
pada hakekatnya transaksi rerapeutik atatfl perjanjian ferapeutik it

sendiri merupakan suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi
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antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik. Kedua sumber
perikatan tersebut tidak usah dipertentangkan tetapi cukup dibedakan
karena sesungguhnya keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk
menganalisis hubungan hukum yang timbul dari transaksi atau perjanjian
tferapeutif. 4

Transaksi ferapeutik juga dikategorikan sebagat perjanjian untuk
melakukan suatu pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
1601 Bab 7A Buku 1l KUH Perdata, maka transaksi /erapeutik termasuk
jenis perjanjian untuk melaltukan jasa yang diatur dalam ketentuan
khusus. l.etentuan khusus yang dimaksud adalah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Selain itu jika dilihat ciri yang
dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan
sebagai pengurusan Urusan orang lain (zackwaarneming) yang diatur
dalam Pasal 1354 KUH Perdata maka transaksi ferapeutik meuclpakan
perjanjian s generis.

Transaksi atau perjanjian ferapentik merupakan hubungan hukum
antara dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap

saling percaya. Sikap saling percaya akan tumbuh apabila antara dokter

> dan pasien terjalin komunikasi yang saling terbuka antara dokter dan

pasien, karena masing-masing akan saling memberikan informasi atau

keterangan yang diperlukan bagi terlaksananya kerja sama yang baik dan

tercapainya tujuan transaksi atau perjanjian terapeutik.
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Pada pelaksanaan traksaksi atau perjanjian ferapeutic harus
bertumpu pada dua hak, vaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan
hak untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan hal tersebut maka dalam
tindakan medik vang dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus ada

persetujuan yang didasagkan atas informasi (/nformed (onsent).

Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Perjanjian Terapeutik

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-
syaral sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, vang
berbunyi :
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
Suatu hal tertentu ; da

Suatu sebab yang halal.
Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-

B 1

p'hn dala narianiian gehinooa digehut gebaeal gvarat suhbiskt
a  galam  pérjanjan sehungca agal  gyaraf suiyexil

karena mengenai objek suatu perjanjian.
Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah saty pihak

mempunyai hak untuk meminta supaya perjaniian ity dibatalkan. Pihak

yang dibuat itu mengikat selama tidak dibatalkan olsh hakim atas

permintaan pihak yang berhak memnia pemvalaian tadi.” Dengai

* Hasanudin Rahmar, §.H., Op.Cit, Hal 5
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demikian perjanjian yang demikian selalu diancam bahaya pembatalan
atau disebut juga dengan “Vernietighbaar”.

Hal tersebut berlaku pula dalam perjanjian Tergpeutik antara
dokter umum dan pasien, sehingga transaksi ferapeutik disebut pula
dengan perjanjian atay kontrak terapeutik. Dalam suatu perjanjian
terapeutik sebagaimana dicantumkan dalam deklarasi Helsinki yang
penyusunannya berpedoman pada The Nuremberg Code yang semula
disebut sebagai persetujuan sukarela, dikemukakan mengenai 4 (empat)
syarat sahnya persetujuan yang harus diberikan secara sukarela, yaitu ;

(1). Persetujuan harus diberikan secara sukarela
(2). Diberikan oleh yang berwenang hukum

(3). Diberitahukan ; dan

(4). Dipahamni *'

Persetujuan-persetujuan tersebut dalam praktek kedokteran sangat
dibutuhkan terutama untuk mefindungi kepentingan pasien, baik‘ pasien
di Rumah Sakit maupun pasien di Klinik. Pada klinik di mana pada saat
pasien melakukan konsultasi, keempat hal persetujuan tersebut
diperfukan karena bentuk persetujuan hanya datam bentuk lisan sehingga
kesepakatan yang terjadi merupakan kesepakatan dalam bentuk abstrak,
dan pada saat seorang dokter melfakukan terapi maka persetujuan pasein
berubah menjadi bentuk persetujuan yang kongkrit. Sehingga apabila
setelah proses pengobatan terjadi hal-hal yang merugikan pasien maka

apabila dokter tidak melakukan keempat langkah di atas, maka pasien

sangat sulit untuk meminta pertanggung jawaban dari dokter.
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Oleh karena itu kita perlu mengkaji segi yuridis dari perjanjian
terapeutik yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai syarat sahnya
dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien di klinik. Dalam
perjanjian tersebut akan dijelaskan keadaan para pihak pada saat itu.
Svarat dalam Pasal terseput adaiah™ :

1. Adanya persetujuan kehendak antara rpihak-pihak yang

membuat perjanjlan

2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

3. Adanya suatu hal tertentu

4, Adanya scbab yanv halal

Seperti telah disebutkan diatas bahwa syarat sahnya suatu
perjanjian Larus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang
menyebutkan syarat perjanjian ada 4 (empat) syarat, yaitu ;

Ad.l. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Mengenai kesepakatan dalam hukum pegjanjian disebut
dengan asas konsesualitas, karena kedua'pihak telah setuju atau
sepakat mengenai sesuatu hal. Kedua belah pihak dalam
perjanjian Terapeu ik adalah pasicn dan dokter, kedua pihak ini
disebut juga sebagai subjek dalam perjanjian ferapeutik. Pada
dasarnya sualu perjanjian atau perikatan yang tmbul sudah
dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan
lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah san mengenai hal-hal

pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Tetapi juga

2 Apdul Kadir Muhmanmad, Fhkum Perdata Indonesia, {Bandung « Cilrs Aditys Bakti,
2000), Hal 228
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adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya
suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis
(perjanjian perdamaian) atau dengan Akta Notaris (perjanjian
menghibahkan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu
merupakan kekecualian. Realitas yang ada bahwa perjanjian itu
sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kata
sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.’

Perjanjian lerapeutik yang terjadi di klinik lebih banyak
tidak menggunakan bentuk formalitas (tertulis) tetapi hanya
dalam bentuk lisan saja, sedangkan di Rumzh Sakit perjanjian
terapeutik yang berlangsung biasanya dicantumkan dalam bentul:
persetujuan tertulis berupa persetujuan tindakan medik (/nformed
Consent) sehingga apabila ada formulir yang telah ditanda
tangani oleh orang yang berhak memberikan injormed c‘onls-em,

maka jika suatu saat terjadi kasus Maalpraktik misalnya, maka

pengadilan pada umuwnnya menerima hal tersebut sebagai alat

“bukti adanya kesepakatan,

Perjanjian Terapeutik pada klinik bila merojuk pada Pasal
1320 KUH Perdata “sepakat mereka yang mengikatkan din”,
maka sepakat bila dilihat Jari rumusan aslinya berbunyi
persetujuan  (foestemming) dari mereka yang mengikatkan

dirfaya. Hal ini mengandung maksud bahwa dalam suatun

2 Opcit, Hal 6.
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perjanjian minimal harus ada 2 (dua) subjek hukum yang dapat
menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri, schingga
sepakat disini berarti pula sebagai persesuaian pernyataan
kehendak antara kedua belah pihak vang digasarkan atas asas
konsensualisme., Dalam perjanjian terapeutik  pernyataan
kehendak ini terjadi antara dokter dan pasien setelah masing-
masing menyatakan kehendaknya dan mendapatkan informasi
secara- timbal balik. Kesepakatan di klinik ini telah terjadi
meskipun tanpa adanya pernyataan tertulis sebagai bentuk
persetujuan antara dokter dan pasien.
Ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan
harus dituangkan secara jelas mengenai jati diri- para pihak.
Kecakapan untuk membuat perikatan adalah keweriangan
seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh
Undang-Undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1329 dan 1330
KUH Perdata. Pada Pasa! 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa
setiap orang adallah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh
Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH
Perdata, menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk
membuat suatu perjanjian adalah ;

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan ;
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3. Orang perempuan dalam hal- hal yang ditetapkan oleh
Lmdlan#,-undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu.

Pada kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa
kecakapan bertindak merupakan kewenangan yang wmum untuk
mengikatkan dixi, sedangkan kewenangan bertindak merupakan
kewenangan yang khusus. Dalam perjanjian ferapeutik, pihak
penerima pelayanan medik terdiri dari orang dewasa yang cakap
unutk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak
yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang
berada dibawah umur, tetapi telah dianggap dewasa atau matang,
anak dibawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang
tuanya atau walinya. ™

Adapun mengenai batasan dewasa menurut Undang-
Undang di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peratura;l yang
satu sama lain menentukan perbedaan kedewasaan seseorang,
yaitu ; dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa mereka
yvang belum dewasa adalah mereka yang belums mencapal umur
genap 21 tahun dan tidak/belum menikah. Berarti dewasa adalah
telah berusia 21 tahun atau telah menikah meskipun belum
berusia 21 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan babwa anak

yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pemnah

* v Komalawati, Op.Cit, Hal 160,
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melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya
selama mereka tidak dicabut kekvasaannya. Pada Pasal 50 ayat
(1) disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun
atan belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada

dibawah kekuassan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

-Ad.3. Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu berkaitan erat dengan pokok
perikatan ataupun perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai
poknk atau objek suatu barang yang paling sedikit ditentukan
jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan
pada waktu dibuat perjanjian asalkan nanti dapat dihitung atau
ditentukan jumiahnya (Pasal 1333 KUH Perdata).?

Dari Pasal 1333 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah’ objek
perjanjian. Yang menjadi objek di dalam Pasal tersebut adalah
barang (zaak), tetapi dilain pihak zaak dapat berarti urusan,
sehingga apabila dihubungkan dengan perjanjian ferapeutik maka
yang menjadi objek dari perjanjian ferapeutit adalah upaya
penyembuhan yang dilakukan oleh dokt'ei; terhadap pasien. Dalam
upaya penyembuhai juga ada hal-hal yang perlu dijelaskan afau
dikomunikasikan oleh dokter terhadap pasien atau juga

sebaliknya ada hal-hal yang harus dijelaskan oleh pasien terhadap

% Hasanudin Rahman, Op.Cit, Hal 7.
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dokter sehingga upaya penyembuhan tersebut dapat tercapai.

Dalam pencapaian upaya penyembuhan maka disusunlah standar

pelayanan medik. D mana seorang dokter harus melakukan

upaya penyembuhan sesuai standar medik yang telah ditentukan.
Ad. 4. Suatu Scbab Yapg Halal

Mengenai suata sebab yang halal dapat dikemukkan
khususnya pada Pasal 1336 KUH Perdata yang menyatakan
bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab
yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang
dinyatakan, perjanjian demikian adalah sah.

Suatu scbab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang
oleh Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum,
sedangkan yang dimaksud dengan scbab adalah tuuannya
Dengan sebab (oorzak) dimaxsudkan tiada lain daripe;da isi
perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan
salah sangka, bahwa sebab itu adalah yang menyebabkan
seseorang membuat perjanjian yang termaksud.

Pada perjanjian ferapeutik suatu sebab yang halal adalah
sesuai dengan ketentuan standar medik ataupun kode etik
kedokteran, sehingga apabila ada perjanjian yang dibuat antara
dokser dan pasien yang bertentangan dengan Undang-Undang
maka perjanjian tersebut menjadi sebab yang palsu dan tidak sah.

Hal ini dapat terjadi misalnya pada proses pengguguran
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kandungan, seorang dokter harus selektif apakah pengguguran
kandungan tersebut untuk kepentingan kemanusiaan atav untuk

kepentingan ego pribadi pasien.

4. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik

Akibat hukum dari ;uatu perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya
hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan
kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yany merupakan suatu
bentuk daripada akibat hukum suatu perjanjian. Hak dan kewajiban inilah
yang kemudian akan menimbulkan hubungan timbal balik antara para
pihak, maksudnya kewajiban pada pihak pertama merupakan hak bagi
pihak kedua, begitu pula sebaliknya kewajiban dari pihak kedua
merupakan hak bagi pihak pertama.®®

Pada suatu perjanjian para pihak mengikatkan dirinya ,untuk
melaksanakan suatu maksud dan tujuan. Dalam hal ini maka sebaiknya
para pihak harus lebih Lerhati-hati sebelum menyatakan kehendak untuk
fnenyetnjui sebuah perjanjian. Jadi harus terlebih dahufu dilihat apa yang
menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang melaksanakan
perjanjian tersebut sehingga dikemudian hari apabila terdapat hal-hal
yang merug.kan salah satu pihak segala sesuatunya sudah ditetapkan atau
disepakati terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata suatu perjanjian tidak hanya

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian,

% Yhid, Hal 9.
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diwajibkan.”’

Perjanjian ferapewtik yang terjadi di klinik memiliki tingkat sengketa
hukuﬁ yang dilematis, hal ini terjadi khususnya padas klinik-klinik yang
tidak membuat perjanjign terapeutik secara tertulis. Sehingga apa yang
dinyatakan dalam perjanjian ferapeutif hanya berupa kesepakatan dart
dokter dan pasien secara abstrak. Tetapi untuk terjadinya kasus yang
melanggar Undang-Undang  dapat diminimalisir dengan adanya
ketentnan dari pemerintah mengenai standar ﬁelayan:m medik dan

standar klinik.

B. Pengertian Dokter, Pasien dan Klinil Mandiri
1. Pengertian Dokter
Rumusan definisi yang jelas mengenai profesi dokter

«ita dapatkan dalam peraturan perundang-undangan negare kita, akan

.=
€
£

tetapi jika dilihat dari kedudukan dokter sebagai tenags keschatan yang

mercpakan  salah satu sumber daya kesehatan yang sangat mendukun
P y g sang

rumusan tenaga kesehatan di dalam ketentuan umum Pasal 1 batir 3
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yaitu ;
Tenaga keschalan adalah scliap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan  dan atau
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keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehalap yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melaksanakan kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
1996 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa dokter merupakan salah
satu dari tenaga kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa dokter
sebagai pengemban profesi adalah orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melatui pendidikan dibidemg kesehatan yang memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Pengertian Pasien

Pasien merupakan orang sakit dirawal dokter dan tenaga kesehatan
lainnya ditempat praktek atau rumah sakit.?® Pasien merupakan fokus
atau sasaran dalam usaha-usaba penyembuhan yang dilakukan oleh

.' dokter dan tenaga kesehatan lainnyh. Pasien mempunyai ha:k dan
kewajiban yang harus dipahami baik oleh pasien, dokter maupun rumah
sakit sebagai salah satu tempat diselenggarakan profesi kedokteran demi
tercapainya tujuan upaya kesehatan.
3. Klinik dan Klinik Mandiri

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan selain merupakan

suatu konsentrasi berbagai tenaga ahli atau padat karya, juga merupakan

lembaga padat modal, padat teknologi dan padat waktu.”’

28 prof. Dr. Soerjono Soekanto,S.H., MA, Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewqjiban Pasien
(Dalam Kerangka Hukum Kesehatan), (Jakarta : Mandar Maju, 1990),
Hal €3.

2 Yeronica Komalawati, Op.Cit, Hal 99
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Kiinik yang merupakan bagian dari Rumah Sakit merupakan pusat
pelayanan medik atau juga merupakan tempat pelayanan kesehatan,
sebagaimana menurut Somers yang dikutip dalam buku A.Azwar dengan
judul “Standar Pelayanun Medis”, bahwa untuk dapat terselenggaranya
pelayanan medik yang baik, banyak syarat yang harus dipenuhi,
mencakup delapan hal pokok, yaitu tersedia (available), wajar
‘(appropriaie), berkesinambungan  (contimee),  Japat  diterima
(acceptable), dapal dicapai (accesible), dapat dijangkau (affordable),
efisien (efficient), dan bermutu (qualin).®

Pelayanan kesehatan (health care service) merupakan salah satu
upaya vang dapat difakukan untuk meningkatkan deiajat kesehatan baik
perseorangan, maupun kelompok atau masyérakat secara keselunuhan, **

Selain pelayanan kesehatan istilah lain dari pelayanan kedokteran
adalah pelayanan medik, merupakan pelayanan yang mencakup'semua
upaya dan kegiatan berupa pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif),
peningkatan (promotify dan pemulihan (Rehabilitatif) kesehatan yang
dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara para ahli di bidang
kedokteran dengan individu yang membutuhkannya.™

Pelayanan medik sebagai pelayanan kesellétan terdiri dart beberapa
jenis pelayanan, baik berupa pelayanan rawat inap (kospiialization) dan

juga pelayanan rawat jalan (cmbulatory services). Pelayanan rawal jalan

% A, Azwar, Standar Pelavanan Medis. Materi Penenrapan Standar Pelayanan Rumah
Sakit . Medis Dan Pengawasan Etik, (Ujung Pandang, Tidak

) Diterbitkan,1994), Hal 1.

q; Veronice. Komalawati, Op.Cit, Hal 78.

"*'Ibid, Hal 79-80.
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mempunyai arti yang lebih penting daripada pelayanan rawat map.

Sesuai dengan perkembangan yang terjadi, maka saat ini terdapat

berbagai bentuk perwatan rawat jalan. Menurut Feste (Tengker, 1991 :

33-34), dalam buku V.Komalawati yang betjudul “Peranan Informed

Consent Dalam Transgksi Terapeuwtik” bahwa pelayanan rawat jalan

dibedakan atas dua macam, yaitu :*>

a. Pelayanan rawat jalan klinik rumah sakit. Bentuk pelayanan rawat

jalan ini diselenggarakan oleh klinik yang ada kaitannya dengan

rumah sakit (hospital based ambulatory carc), yang dapat dibedakan

atas empat macam, yaitu ;

1).
2).

3).

Pelayanan gawat darurat (emergency serviees), yaitu untuk
menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera,
Pelayanan rawat jalan paripurmna (comprehensive hospital
oulpatien! services), yaitu yang memberikan pelayanan
kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien.

Pelayanan rujukan (referral services) yaitu yang, hanya
melayani pasien yang dirujuk oleh sarana kesehatan lain.
Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan
selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang
merujuk.

4). Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgency services), yaitu

yang memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada
hari yang sama,

b. Perawatan rawat jalan klinik mandiri. Bentuk pelayanan rawat jalan

ini diselenggarakan oleh klinik mandiri, yaitu yang tidak ada

hubungan organisatoris dengan rumah sakit (freestanding ambulatory

centers).

Bentuk klinik mandiri ini dapat dibedakar atas dua macam ;

* Ibid, Hal 80-82
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1). Klinik Mandiri sederhana (simp/e freestanding ambulatory
centers). Bentuk yang popular yaitu praktek dokter umum
dan atau prakiek dokter specialis secara perseorangan (solo
practitioner). Di Indonesia termasuk praktek bidan,

2). Klinik Mandiri Institusi (Institusional  freestanding
ambulatory centers). Bentuk klinik ini berrnacam-macam
mulai dari praktek berkelompok (group practitioner),
poliklinik (clinic), balai kesejahteraan ibu dan anak (MCH
cenfer), pusat kesechatan masyarakat (community health
center). Di amenka, juga termasuk Health Mainienance
Organizations (HMOs) dan Prefered Provider Organization
(PPOs).

Dalam penelitian ini klinik yang akan dijadikan objek penelitian

adalah klinik mandiri sederhana, yang merupakan praktek dokter umum

secara perseorangan {(solo practitioner).

C. Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien
Dalam pandangan kita sehari-hari seorang pasien senantiasa
menjalankan suatu peran yang sangat lemah, pasif, dan sangat tergantung
kepada pihak lain ukibat sakit yang dideritanya. Selain it. pasien juga tidak
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kesehatan dan penyakit oleh

karena itu pasien sangat mengharapkan crang lain dapat menolongnya untuk
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mengatasi penyékimya itu, sehingga pasien senantiasa menjalankan peran
pasif, berdiam diri, dan menerima keadaan.™

Keadaan pasien yang demikian secara limitatif telah mengalami
pengurangan, hal ini diakibatkan dengan perkembangan arus informasi dan
komunikasi yang semakinsglobal menimbulkan bertambahnya kecerdasan
masyarakat yang menjadi kritis, sehingga kenyataan tersebut memperkecil
kesenjangan ilmu pengetahuan antara dokter dengan pasien. Dengan
demikian baik dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang
dilindungi oleh Undang-Undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang
dan sederajat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun
1992 tentang Keschatan, bahwa ;

Pasal 2:

“ Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat

kesehatan yang optimal”. '

Pasal 3 :

“ Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan

meningkatkan derajat  kesehatan perseorangan, keluarga, dan

lingkungannya”.

Menurut King, Jr. dalam buku karangan V. Komalawati dengan judul
“Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik” terdapat 2 (dua)
teori hukum yang menunjang hubungan antara dokter dengan pasien, yaitu ;

Contract Theory dan Undertakin: Theory.

*% Benyamin Lumenta, Pasien, Citra Peran Dan Perilaku, (Yogyakaria : Kanisius, 1989),
Hal 17.
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Menurut confarct teory apabila seorang dokter menyatakan
persetujuan untuk 1nerawat seseorang dengan imbalan henor tertentu, maka
dapat diciptakan suatu pengaturan kontraktual yang disertai hak dan
tanggung gugatnya. Jika para pihak secara nyata mencapai svatu persetujuan
mengenai perawatan, maka dapat timbul suatu kontrak nyata (tegas).
Menurat undertaking theory, jika seorang dokter merelakan diri untuk
memberikan perawatan kepada seseorang, maka tercipta suatu hubungan
professional vang disertai kewajiban perawatan terhadap pasien.”

Menurut Pohan hubungan antara dokter dan pasien dalam petberian
pertolongan didasarkan atas persetujuan antara dokter dengan pasien atau
pihak ketiga, sehingga dokter berkewajiban memberikan perawatan dan
pengobatan, Hal ini disebut sebagai perjanjian medik, dan dianggap sebagai

perjanjian untitk melakukan beberapa pekerjaan sebagaimana dimaksad

dalam Pasal 1601 BW, atau sebagai perjanjian Sui generis.*

Pada klinik mandiri sederhana hubungan hukum antara dokter dan
pasien, adalah hubungan hukum yang terjadi secara langsung dengan dokter
meskipun pasien secara tidak langsung berobat ke klinik tempat dokter
berpraktek, nmamun pada kenyataannya hubungan hukum yang terjadi
diromah sakit dapat terjadi langsung antara pasien dengan dokter ataupun

antara pasien dengan rumah sakit.

% Veronica Komalawati, Op.Cit, Hal 85.
% pohan, M, Tanggung Gugat Advocant, Dokter Dan Noiaris. (Surabaya, Bina Ilmy,
1985), Hal 86.
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Timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien dimulai saat
pasien datang ke tempat praktek dokterdan dimulainya anamnessa dan
pemeriksaan oleh dokter’”.

. Hak dan Kewajiban Dokter da1 Pasien

Setiap hubungan hu;:um selalu mempunyai dua sist yaitu sisi hak dan
sisi kewajiban, tidak ada hak tanpa kewajiban, atau sebaliknya. Demikian
juga haln-ya dalam perjanjian yang diadakan antara dokter dan pasien, hak
dan kewajiban dibebankan kepada keduanya dan seyogyanya dilaksanakan
dengan baik supaya tujuan masing-masing tercapai. Pelanpgaran aias hak
dan kewajiban dalam hal kedokteran akan mengakibatkan akibat hukom,
apabila hal itu dilakukan oleh dokter maka masyarakat kedokteran akan
menindak dengan melalui sidang-sidang majelis kode etik dan majelis
disiplin kedokteran yang salah satunya dilaksanakan oleh MKEK (Majelis
Kode Etik Kedokteran)™,

Sebagai seorang pengemban profesi, dokter memiliki hak dan
kewajiban yang melekat pada profesi, antara lain : »
1. Hak untuk bekerja menurut standar medis.

2. Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang tidak dapat

dipertanggungjawabkannya secara professional.

3 5. Gunadi, Dokter Pasien Den Hikum , (Jakarta, FKUL 1996). Hal 11

3 Gafitri Hariyani, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter
Dengan Pasien Diadit (Jakarta, Media, 2005), Hal 83-85

¥ Dr. Amri Amir, DSF, Bunga Rampai Hukum Kesenaton, (Jakarla, Widya Medika,
1997}, FHal 23.
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3. Hak menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya tidak
baik.

4, Hak mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan
gawat darurat.

5. Hak atas “Privasi Dekter”.

6. Hak atas jasa atau honorarium.

7. Hak atas itikad baik dari pasien.
Menurut Pasal 53 UU Kesehatan No.23 Tahun 1992 sekaligus

dilengkapi dengan UU No. 8§ Tahun 1999 tentang Perlindungan, Hak dan

Kewajiban pasien antara lain sebagai berikut ;

Hak-Hak Pasien
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
2. Hak memilih dokter
3. Hak atas informasi
4. Hak untuk didengar
5. Hak mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan
6. Hak atas pelayanan yang tidak diskriminatif
: 7. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
8. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain,

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto hak pasien antara Jain

adalah *":

W Soerjono Soekanto, Segi-Segi Hukum Hak Dan K swajiban Pasien Dalam Rangha
Hukum Keschatan, (Bandung, Mandar Maju, 1990), Hal 33-40




1.) ak pasien atas perawatan
2.) Hak pasien atas informasi
3.) Hak pasien untuk menolak perawatan tanpa ijin
4.) Hak pasien atas perlindungan kerahasiaan
5.) Hak pasien mengenai bantuan
6.) Hak pasien atas mutu lingkungan hidup
7.) Hak pasien atas menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga
kesehatanatan ahlinya .
Y
Kewajiban Pasien

. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur.

. Beritikad baik.

. Membayar dengan nilai yang disepakati.

39




BAB HI

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan ym"'fdfs empiris, yaitu cara atau prosedur yang
digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data
sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan
penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini didukung dengan
penelitian kepustakaan, yaitu penelitian data sekunder” Faktor yuridisnya,
adalah seperangkat aturan-aturan hukum perjanjian pada umumnya dan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum kesehatan atau
kedokteran yang notabene merupakan cabang dari ilimu hukum dan sangat
berkaitan erat dengan penelitian ini. Sedangkan mengenai faktor
empirisnya, adalah dokter umum dan pasien pada klinik mandiri di
Kabupaten Bogor sebagai para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

perjanjian ferapeuntik di klinik tersebut.

. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Deskriptif’ Analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksodkan
untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh

mengenai segala sesuatu yang diteliti,

4! Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukam Dan Jurimetrd, (Jakarla,
Ghalia Indonesia, 1994) Hal 11.
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Sedangkan analitis, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan
memberi makna* Dan dalam  penelitian ini analitis berarti
mengelompokkan, menghubungkan, dan memberi makna terhadap data
yang berkaitan dengan perjanjian ferapentik pada Klinik Mandiri
Sederhana di Kabupatq‘n Bogor.  Analisis dari hasil penelitian in
diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis

ind,

. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkaq metode pendekatan yang digunakan, untuk
memperoleh data dalam penelitian ini, dipergunakan teknik pengumpulan
data sebagai berikut ;
1. Studi Dokumentast
Studi dokumentasi, difakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu
melalui studi terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan,
buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan para ahli seperti
makalah, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data
sekunder ini diperoleh dari ;
a. Bahan hukum primer, yaiti bahan-bahan hukum yang mengikat
berupa Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya, yait

peraturan dalam hukum perjanjian dan pcraturan di bidang

kedokteran.

2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prekeck (Jakarta : Sinar Grafika, 1991) Hal
8-9
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b. Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perjanjian dan
perikatan serta buku-buku hukum kedokteran atau kesehatan,
majalah, makalah dan lain-lain.

Observasi !

Observasi, dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan

terhadap objek penelitian, khususnya menyangkut pelaksanaan

perjanjian ferapeutik pada klintk mandiri séderhana di Kabupaten

Bogor.

Wawancara

Wawancara, difakukan untuk memperoleh data dari responden yang

merupakan nara sumber dan terkait dengan penelitian ini seperti

dokter wmum, karyawan klinik, Pejabat Departcmen Kesehatan di

Kabupaten Bogor. Teknik wawancara dilakukan dengan

menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian

yang dilakukan baik secara terstruktur (wawancara terarah) maupun
wawancara bebas dan mendatara (Depth Interview).

Kuesioner

Kuesioner, dilakukan dengan membuat dafiar pertanyaan yang

bersifat tertutup dan terbuka.
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D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah usaha sosial di bidang kesehatan,
yaitu klinik mandiri di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Bogor, jumlah klinikk mandiri sedethana di
Kabupaten Bogor berjumtah 215 unit. |

Memperhatikan besarnya jumlah populasi penelitian, berdasarkan

pertimbangan tujuan penelitian, ditetapkan sampel penelitian secara

Purposive Sampling. Klinik yang diambil sebagai sample sebanyak 4

klinik mandiri sederhana yang terdapat di Kabupaten Bogor khususnya
Kecamatan Parung dan kecamatan Citeurep Gunung Putri.

Penentuan 4 klinik sebagai sample penelitian didasarkan pada
pertimbangan, bahwa berdasarkan data awal yang diperoleh di lapangan,
ternyata dari keempat Klinik tersebut, merupakan klinikk yang paling
banyak dikunjungi oleh pasien dalam kurun waktu satu tahun térakhir,
yaitu pada tahun 2004

Di samping responden di atas, untuk melengkapi data primer juga
dikumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa informan, yaitu
orang yang dianggap mehgetahui dan berkompeten dengan masalah objek
penelitian, yaitu ;

1. Dokter/Karyawan Klinik mandiri sederhana sebanyak 4 (empat)
orang.

2. Pasien di Klinik mandiri sederhana sebanyak 6 (enam) orang.
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Penentuan empat orang karyawan dan enam orang pasien pada
Klinik mandiri sederhana sebagai sample penelitian didasarkan pada
pertimbangan bahwa berdasarkan data awal yang diperolel di lapangan,
dari keempat karyawan tersebut merupakan karyawan di klinik tersebut di
mana setiap klinik mandiri sederhana di Kabupaten Bogor memiliki satu
orang karyawan yang membantu administrasi dokter. Sedangkan dari
keenam pasien yang dijadikan sebagai sampel penelitian, pemnah
mengalami kerugian vang disebabkan oleh kelalaian  dokter di keempat

Klinik mandiri sederhana tersehbut.

Teknik Penyajian Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, dimulai dengan melakukan
penelitian terhadap bahan hukum primer, yaitu mempelajari bahan-bahan
hukum yang mengikat berupa peraturan penmdang—udangan mengenai
perjanjian dan kedokteran atau kesehatan. Penelusuran bahan hukum
primer ini diperoleh melalui buku-buku hukum perjanjian dan perikatan
serta buku-buku yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, majalah,
makalah serta artikel-artikel yang berhubungan dengan maten dan objek
yang diteliti.

Kemudian dilakukan penelitian lapangan sebagai lanjutan dari
penelitian pendahuluan kepada Dinas Keschatan Kabupaten Bogor dan
juga Klinik mandiri sederhana di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Tujuan
penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh kepastian mengenai

jumiah klinik dan dokter yang akan ditetapkan sebagai sample penelitian.
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Dalam rangka memperoleh validitas data, dilakukan wawancara
dengan menggunakan daﬁé.’ﬂ' pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Hal
ini dilakukan terhadap responden yaitu beberapa pihak yang dianggap
mengetahui dan  berkompeten dengan objek penelitian. Akhirnya
berdasarkan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder,
dilakukan berbagai kegiatan mengolah dan menganelisis data serta

penulisan laporan awal hasil penelitian.

Metode Analisis Data

Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode
kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang
terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Analisis kualitatif yang
bersifat deskriptif’ analistis ini dalam kegiatan analisisnya bertitik dari
analisis yuridis empiris. ‘

Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari temuan dilapangan
melalui wawancara dan kuesioner diedit untuk menghindari kemungkinan
data yang kurang, salah atau keliru dalam mengisi jawaban atau terhadap
jawaban yang menimbufkan keragu-raguan. Scianjumya difakukan

klasifikasi data sesuai dengan variable penelitian dengan cara menandai

jawaban atau memberikan kode. Berdasarkan data primer dan sekunder

yang terkumpul tersebut, dala kemudian dianalisis secara kualitatif dengan

menggunakan metode induksi dan deduksi.




BABIV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Ketidaktahuan Para Pihak Dalam Perjanjian
Terapeutik di Klinik Sederhana Mandiri di Kabupaten Bogor
b
1. Faktor Struktur Hukum

a. Faktor Kurangnya Sosialisasi Hukum Kedokteran (Penerapan
Asas Fiksi Hukum)

Struktur hukum di Indonesia memang tidak berpihak kepada
masyarakat hat ini dapat dilihat dari penerapan azas Fiksi Hukum
(Legal Fictionj, yaitu bahwa masyarakat dianggap tahu setiap
undang-undang yang ditetapkan dalam penegakan hukum. Sedangkan
tidak 1ahu indangamdang tidak merupakan alasan pemaaf. Hal ini
berdasarkan asas ignorantia legis excusa’ neminem atau dalam
bahasa belanda adalah iederee word! geacht de wet te kennen. ‘

Hal itu diperparah dengan Pemerintah yang tidak
menyediakan sarana sosialisasi yang memadai®®, selain hanya
memasukkan dalam Lembaran Negara Republik indonesia. padahal

masyarakal secara umum fidak dapat mengakses lembaran negara

tersebut,

4 Wawancara Dengan dr. Rini Siswami Di Kabupalen Bogor Pada Tanggal ¥ Agustus
2005
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b. Lemahnya Sarana Penunjang Penycebaran Pengetahuan Hukum

Selain ite faktor kurangnya fasilitas penunjang, merupakan

salah satu faktor yang cukup menghaxﬁbat kelancaran proses
penyebaran pengetahuan hukum di bidang hukum kedokteran, yang
pada akhirnya merhbawa implikasi pada kurangnya efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan hukum itu sendirt. Adapun kekurangannya
dapat dikenali melalui hal-hal di bawah ini :

1.) Dalam bidang administrasi -

Faktor sarana administrasi, yang menjadi kendala kurang
lancamya proses penyebaran pengetahuan hukum di bidang
Kedokteran, dalam rangka melindungi hak-hak dokter dan pasien
antara lain berupa masih konvensionalnya alat pengolahan atan
penyajian data hukum yang mempunyai svatu jaringan kuat
(koordinatif-berupa  linking  access), terutama mengenai
administrasi perkembangan peraturan hukum dan perkembangan
hak dan kewajiban masyarakat dalam pemberdayaan kesadaran
hukum dalam masyarakat di bidang kedokteran™. Padahs] sarana
ini sangat mendukung bagi kelancaran proses penegakan hukum,
karena di samping sebagai sumber informasi penting artinya
untuk melakukan pengawasan terhadap upaya-upaya pihak yang

ingin seugaja atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum,

* Wawancara Dengan Lisis 5., Karyawan Klinik Sederhana Di Kabupalen Bogor.
Tanggal 10 Agustus 2005,
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sarana tersebut juga dapat berguna untuk melakukan koordinasi
antar instansi dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap
masalah ini, terlebih dalam era yang serba inter dan/atau intranet
sekarang ini yang dapat menggunakan akses yang cepat untuk
mendapat, mengolah, atau memberikan informasi di antara
mereka sehingga kekeliruan tidak sering terjadi dalam hal hak dan
kewajiban masyarakat pasien dan masyaral%at paramedis.
2.) Dalam bidang prasarana

Prasarana hukum di bidang kedokteran pada saat ini kurang
memadai, khususnya dari segi kuantitas/jumlah kantornya/tempat
konsultasi mengenai masalah hak masyarakat untuk memperoleh
perlindungan dibidang kedokteran. Kondisi i pada akhimya
mengakibatkan upaya untuk melindungi hak masyarakat tidak
optimal, karena banyak masyarakat yang tidak memiliki
pengetahuan hﬁkum kedokteran. Dengan perkembangan
keinginan masyarakat umtuk memperoleh jaminan  hukum
tersebut, seharusnya prasarana mi harus ditambah. Penambahan
prasarana seperti membuat kantor konsultasi hukum kedokteran
di berbagai tempat di Bogor™. Mal ini disebabkan karena

sebagian besar kecenderungan masyarakat enggan mengajukan

45 Hasil Wawancara Dengan Lilis S., Karyawan Klinik Sederhana Mandiri Di Kabupaten
Bogor Pada Tanggal 10 Agustus 2005,
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gugatan/keberatan dalam rangka memperofeh  perlindungan
hukum disebabkan olel jauhnya tempat konsultasi, dan dari segi

biaya tidak efisien.

2. Faktor Budaya Hukurr:

Faktor ini juga Amerupakan faktor yang sangat krusial dalam
bidang hukum kedokteran, karena apapun upaya yang dilakukan oleh
pemerintah, baik dengan melakukan penyempumaan puraturan
perundang-undangan di bidang kedokteran, peningkatan kualitas hukum
berikut dengan aparat-aparatnya. Adapaun upaya tersebut tentu tidak
akan berjalan efektif apabila budaya hukum masyarakat berupa

kesadarannya pada hukum masih rendah, tenmasuk kesadaran dalam

memahami dan menghargai arti dan fungsi hukum kedokteran, seperti |

perjanjian Terapeutik ini. Budaya hukum adalah suatu kebiasaan
bersikap terhadap hukum dalam suatu masyarakat yang kemudian
menjadi pola dan berlangsung terus-menerus.

Selama ini dirasakan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat
masih rendah seperti  dalam mempergunakan jasa pada bidang
kedokteran, Kesadaran hukum pada masyarakat xhususnya tentang
hukum kedokteran tergolong rendah dengan dilihat dari beberapa
indikator. Tingkat kesadaran bukum dapat dilihat dari beberapa indikator,
antara lain adalah:

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukwumn
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3. Sikap terhadap hukumn
4, Perilaku hukum

Pengetahuan hukum diarttkan sebagai kesan di dalam pikiran
seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Pengetahuan tentang adanya
perjantian terapeutik dalam hukum kedokleran diartikan sebagar kesan

¥
dalam pikiran seseofang tentang hukum yang berkaitan dengan bidang
kedokteran.

Pengetahuan hukum tantang hukum di bidang kedokteran meliputi
pengetahuan tentang hal-hal yang terkait, diantaranya adalah
Pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku dibidang kedokteran
khususnya adalalh Undang-undang kedokteran, berkaitan  dengan
eksistensi, dan ist undang-undang tersébut. Mengenai isi undang-undang

tersebut juga terdapat pengetahuan yang cukup komplek, yaitu berisi

. larangan dan surulian yang diwujudkan dalam hak dan kewajiban yang

dicantuinkan dalam Pasal-pasal undang-uncang tersebut. Pasal 50 dan
Pasal 51 untuk hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi, serta Pasal 52
dan Pasal 54 untuk bak dan kewajiban pasien.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahanmy arti
dan fungsi hukum kedokteran, kKhususnya masalah perjanjian Zerapeutik
ini, tentu tidak erlepas dart borbagat sub-laktlor seperti
1.} Tingknt Pendidikan

Tingkat pendidikan/intelektualitas masyarakat yang relatif

rendah, sangat berpengaruh pada kemampuannya untuk memahami
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suatu hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai
anggota masyarakat, termasuk dalam hal hukum kedokteran™. Selain
itu kualitas pendidikan yang diberikan di sckolah dan perguruan
tinggi jupa lemah, karena bersifat enmali atav bersifat insi<ental”.
. I!. . .
Pada akhimya hal ini berpengarnh pada pemahamannya mengenai
penggunaan jasa kedokteran itu sendiri, yang pada umumnya mereka
menganggap bahwa semua dokter vang ada adalah dokter yang layak
mereka datangi, mereka kurang mengetahui bahwa dokter tersebut
telah melakukan hal yang benar atau tidak dan merugikan pihak
. C 4y A8
pasien atau tidak™.
Dalam kaitan dengan hal ini, tidak terlepas dari masih

kurangnya sosialisasi dan upava pembinaan kepada masyarakat

melalui penyuluhan hukem di bidang hukum kedokteran khususnya

masyarskat yang ada di pedesaan/pelosok Kabupaten Bogor™,
meskipun tidak jarang perilaku tersebut juga dilakukan oleh
masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang relatif tinggi

seperti halnya di kota.

* Wawancara Dengan Ibu Barkah Jayadi, Pasien Di Klinik Sederhaa Mandiri Kabupaten

Bogor, Tanggal 3 September 2005

7 Wawancara Dokter Aris Syah Rial Di Kabupaten Bogor Pada Tanggal 15 Agustus 2005
** Wawancara Dengan Bp, Sahni, Pasien Di Klinik Sederhana Mandiri Kabupaten Bogor,

Tangeal 23 Agustus 2005

* Hasil Wawancara Dengan Dahlan, Pasien Klinik Sederhana Mandiri Pada Tanggal 22

Agustus 2005
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Selain sosialisasi, maka juga diperlukan publikasi atas
putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkenaan

dengan perkara yang berkaitan dengan perjanjian Terapeutik.

2.} Tingkat Sosial & Ekonomi

Kondisi sos?al-perekonomian Negara Indonesia yang tidak
stabil seperti yang terjadi saat ini (dirasakan juga di Kabupaten
Bogor ) juga menjadi faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum
inasyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, kurang
menghargai hak-haknya sebagai suatu Hak Asasi Manusia yang
dilindungi oleh hukwm, Kebanyakan negara-negara yang tingkat
perekonomiannya stabil dan maju, tingkat kesadaran masyarakat

dalam memahami dan menghargai_hukum cnkuop tingi, seperti di

Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini disebabkan karena 'tingkat

perkonomian yang tidak stabil yang ditandai dengan rendahnya
tingkat kesejahteraan wmasyarakat dan kurangnya pemerataan
ckonomi pada akhimya mendorong pihak-pihak yang mempunyai
kemampuan ekonomis/kesejahteraan rendah  lebih  memilih
pemenuhan kebutuhan kebutuhan pokok daripada digunakan untuk
meningkatkan pengctﬁhuan mereka, Sc:;)crﬁ yang terjadi dan dimuat

diberbagai media massa manpun elekirenik, maupun yang dapat kita

%0 Hasil Wawancara Dengan Nur Rokhim, Pasien Klinik Sederhana Mandiri Pada Tanggal

19 Agustus 2005
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amati sendiri menunjukkan, bahwa kecegﬁerungan masyarakat kelas
bawah mengalami kesulitan datam mendapat akses kesehatan.

Dengan semakin kuatnya sub faktor mi, sehingga pada
akhimya perlindungan hokum terl;adap pemenuhan hak-hak pasien
dan dokter menjadft tidak optimal. Dalam hal ini tentu sangat erat
kaitannya dengan upaya pembinaan hukum, dan pelayanan kepada
masyarakat, khusuénya masyarakat pengguna jasa kedokteran
maupun dokter. Dan dalam hal ini pula, perlu adanya upaya
pemerintah  yang  dapat menunjang terciptanya  kondisi
perekonomian/kesejahteraan masyarakat yang makmur dan merata,
melalui  pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan pada
pemerataan ekonomi masyarakat, sehingga dorongan sikap tersebut
dapat berkurang’', ‘

Hukum dapat berjalan dengan efeltif, jika ada keserasian
antara aturan hukum dan kultur masyarakatnya. Kultur masyarakat
ini juga merupakan kultur yang yang akan menjadi kultur hukum
yang biasanya tercermin dari aturan hukum yang ada.

Berangkat dari teori ini, yang apabila kita korelasikan dengan

kondisi kultur hukum masyarakat Indonesia, jelas bahwa kondisi

kultur hukum Indonesia ada pada kondisi yang kurang baik.

*! Wawancara Dengan Ibu Masitoh, Pasien Di Klinik Sederhana Mandiri Kabupaten

Bogor, Tanggal 2 September 2005
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Masvarakat kita masih belum memiliki kesadman hukum yang baik.
Ini semakin tercermin pada tingkaﬁ laku masyarakat dalam menaati
hukum. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektifitas
bekerjanya hukum di Negara Indonesia.

Kultur hukf@ masyarakat Kabupaten Bogor vang sangat
lemah, tidak mendukung terciptanya penegakan hukum di Endonesi'a.
Budaya ini sudah mengakar dari tingkat atas sampat bawah,

Dibalik usaha keras supremasi hukum, tidak ada jaminan
bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil vang sama vang di
semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan politik, ekonomi dar:
budaya. Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu
tergantung kepada persepst masyarakatnya.

Tegaknya peraturan-peraturan  hukum  tergantung "kepada
budaya hukum masyarakatnya. Budaya hnkum masyarakat
tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang
dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya,
posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and
balance” dalam masyarakat. “check and balance” hanya bisa
dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan
partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal di

atas, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law Enforcement,
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dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim
rute of law. Tidak akan ada law enforcement, kalau tidak ada sistem
pengawasan dan tidak akan ada rule of low kalau tidak fow
enforcement yang memadai.

Berbagai ungur dari pengertian Rufe of Law tersebut haruslah
dilaksanakan secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, dan
dalam waktu bersamaan. Pengecualian dan penangguhan salah satn
unsurnya akan merusak keseluruhan sistim. Berdasarkan f{aktor-
faktor di atas, dapat ditarik pendapat bahwa pentingnya perlindungan
hukum terhadap pasien dan dokter yang telah ditnangkan dalam UU

No. 29 Tahun 2004,

B. Akibat Huokum Perjanjian Terapeutik ,

Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang dilakukan oleh dokter
sebagai penyedia jasa kedokferan dan pasien sebagai pemakai jasa
kedokteran tersebut. Perjanjian ini terjadi pada saat pasien dan dokter
berkenaan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter kepada
pasien . Timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien dimulal saat
pasien datang ke tempat praktek dokter dan dimulainya anamnessa dan
pemeriksaan oleh dokfter.

Dalam hal tersebut timbulnya kontrak disimpulkan dari tindakan para

pihak, timbul bukan karena adanya persetujuan tetapi dianggap oleh hukum

berdasarkan akal sehat dan keadilan. Maka' jika pasien datang ke klinik
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medis dan dokter mengambil riwayat penyakit dan memeriksa keadaan fisik
dan memberikan pengobatan yang diperlukan, maka dianggap tersirat sudah
ada hubungan kontrak antara pasien dan dokter.

Perjanjian 7erapentik terjadi cleugan' cara kebiasaan, bahkan sering
kali tidak disadari oleh kedﬁa belah pihak, baik dokter maupun pasien. Hal
ini menyebabkan perjanjian lesan dan berlaku bagi pihak. secara otomatis™,

Dalam tinjauan kaca mata hukum , perjanjian terscbut adalah sah bila
terdapat keadaan yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata mengenai
syarat sah perjanjian. Dalam perjanjian tersebut akan dijelaskan keadaan para
pihak pada saat itu. Syarat dalam Pasal tersebut adalah :

1. Ad.any"c} persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat

perjanjian
. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

2
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal

Dalam kasus perjanjian 7ergpeutikt antara dokter dan pas‘ien di
Kabupaten Bogor, pada umwmnya pihak-pihak tidak menyadari bahwa
mereka terikat sebuah perjanjian yang telah mereka buat pada saat
memeriksakan kesehatan mereka di klinik sederhana mandiri. umuomnya
pihak-pihak tidak mengetahui cksistensi perjanjian yang mereka buat. Hal
demikian bisa terjadi dengan datangnya pasien ke klinik sederhana mandiri
yang berniat memeriksakan  keschatannya yang  sedang  terganggu,
kedatangan pasien dan keinginan pasien tersebut diutarakan kepada dokter,

dokter tidak keberatan memeriksa sakit yang diderita pasien, dan pasien

52 Wawancara Dengan Dokter Sri Hartali, Di Kabupaten Bogor Pada Tanggal 22 Agusius
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menerima pelayanan jasamedik dari dokter tersebut. Dari penjelasan di atas

jelas bahwa di sana tidak terdapat upaya dalam membuat perjanjian

~ Terapeulik, namun secara otomatis adanya unsur kesepakatan untuk

‘melakukan sesuatu adalah merupakan janji' dan janji harus ditepati.

Untuk dapat mengetahui keabsahan perjanjian 7erapeutik tersebut

ada batknya menilik Syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUTI

Perdata antara lam adalah :

1.

Adanya kata sepakat

Kata sepakat dalam perjanjian 7erapeutik terjadi pada saat pasien dan
dokter sepakat melakukan pelayanan jasa medik terhadap pasien.
Kesepakatan inilah yang menjadi picu bagi berlakunya perjanjian

Terapeutik secara otomatis.

. Para pihak Cakap hukum

i

Para pihak dalam perjanjian 7erapeutikt adalah cakap hukum, untuk
dokter pada klinik sederhana mandiri jelas merupakan personal yang
telah memenuhi usia dewasa dan pasien yang datang sendiri brasanya di
atas usia dewasa, atau pasien di bawah usia dewasa biasanya diantar oleh
orang tua/wali anak tersebut sebagai orang yang bertanggungjawab atas
anak tersebut, yang biasanya telah mencapai usia dewasa pula,
Pengertian dewasa dalam hukum perdata adalah terdapat dalam Pasal
330 KUH perdata, yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah pemah

kawin. Dilihat dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa dokter
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pada klinik sederhana mandiri dan pasien di Kabupaten Bogor, adalah
orang yang cakap hukum dalam menyepakati perjanjian 7erapeutik.

3. Suatu hal tertentu
Perjanjian Terapeutik merupakan perjanjian yang mengandung unsur
“hal tertentu”, yaitu pelaksanaan pelayanan medik yang diberikan oleh
dokter klinik sederhana manditi kepada pasien, dan pasien menyerahkan
sejumlah nang sebagi imbalan jasa tersebut.

4. Suatu sebab yang halal
Perjanjian untuk memeriksa dan memberikan jasa medik kepada pasien
adalah halal dan diperbolehkan dimata bukum.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian
Terapeutik antara dokter klinik sederhana mandiri dengan pasien di
Kabupaten Bogor, telah memenuhi unsur Pasal 1320 KHU Perdata schingga
perjanjian tersebut adalah sah. '

Menurut Pas.al 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuataya, dan tidak dapat
ditarik kembali tanpa persetujuan kedua pihak serta dilaksanakan dengan
itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang artinya perjanjian
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa, serta memberi

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya.
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Unsur “tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua piﬁak“
Dalam perjanjian Terapeutik, adalah diartikan sebagai tanpa pemberitahuan
keﬁada para pihak (sebelum perjanjian tersebut usai).

Adapun unsur akibat hukum'yang lain, adalah “dilaksanakan
dengan itikad baik”, Pengertian dilaksanakan dengan beritikad baik, adalah
apakah pelaksrnaan perjanjian tersebut mengindahkan nilai-nilai kepatutan
dan kesusilaan. Parameter kepatutan dan kesusilaan tentunya berdasarkan
apa yang telah lazim di masyarakat, namun apabila ada sengketa tentang
kepatutan dan kesusilaan ini maka hakim dapat mengawasi pelaksanaan
perjanjian tersebut atas permintaan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan, adalah perbuatan vyang
bertyjuan memenuhi hak dan kewajiban para pihak, sehingga tercapai tujuan
yang di kehendaki. Adapun perbuatan yang bertujuan memenuhi hak dan
kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian Terapeutik, teiah jelas témlang
dalam kebiasaan antara lain adalah : |
1. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perikatan Antam Dokter Dan

Pasien
a. Pemenchan Hak Dan Kewajiban Dokter

Seorang dokter memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada

nrofesi, antara lain : >
1. Hak untuk bekerja menurut standar medis.

2. Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang tlidak dapat
dipertanggungjawabkannya secara professional.

3. Hak menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya
tidak baik.

% wWawancars Dengon Dokicr, Rini Siswanti Di Kabupaten Bogor Pada Tanggal 8
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4. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan

gawat darurat.

Hak atas “Privasi Dokter”.

Hak atas jasa atau honorarium.
Hak atas itikad baik dari pasien.

A

Sedangkan kewajiban dokter adalah melakukan pelayanan jasa

medik dengan baik*dan benar berdasar standar pelayanan yang sah

serta dengan itikad baik.

. Pelaksanaan Kewajiban Pasien

Menurut Pasal 53 UU Kesehatan No.23 Tahun 1992, Hak dan

Kewajiban pasien antara lain sebagai berikut ;
Hak-Hak Pasien

1.) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
2.) Hak memilih dokter

3.) Hak atas informasi

4.} Hak untuk didengar

5.) Hak mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan
6.) Hak atas pelayanan yang tidak diskriminatif

7.) Hak untuk mendapatkan ganti rugi

8.) Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain,

Kewajiban Pasien

1.) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur.

2.) Beritikad baik.

3.) Membayar dengan nilai yang disepakati.
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ulang dan mengganti obat vang telah diberikan pada pasien, jadi dengan
kata lain permasalahan diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Kesalahan mayor adalah kesalahan besar, yang mengakibatkan
pasien menderita luka berat bahkan sampai meninggal dunia, jika hal ini
terjadi, maka sudah digplongkan tindakan wanprestast/tindakan melawan
hukum. Untuk penyelesaian sengketa ini, maka dapat diselesaikan
dengan berbagai cara yang akan divraikan dalam uraian selanjumya.
Berdasarkan hal itulah maka perfu diulas pula akibat bukum dari
perjanjian Terapentik yang tidak dapat dipenuhi. Akibat hukum dari
perjanjian  Terapeutik yang tidak dipenubi salah satu pihak, akan
menimbulkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui penyelesatan
" administrasi, secara perdata maupun pidana.

Dikategorikan sebagai wanprestasi adalah apabila terdapat salah
satu ciri di bawah ini : ‘

a. Tidzk dipenuhinya prestasi secara penuh

b. Pemenuhan prestasi baru sebagian/rusak/keliry.

¢. Pemenuhan prestasi terlambat dari waktu yang dijanjikan

Dalam tesis lini akan di kupas sengketa perdata dan
penyelesaiannya sebagai scbuah akibat hukum dari tidak dipenuhinya
perjanjian Terapentik. Selain itu termasuk diantaranya juga di ulas proses
perkara pidana yang harus ditempuh, sebagai akibat hukum pengingkaran

terhadap perjanjian 7erapentik.
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a. Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dengan
Pasien Melalui Jalur Administratif’

1.) Melalui Mejelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran
a.) Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK)
MKEK Lnerupakan lembaga penegakan disiplin yang
dibentuk menurut Pasal 16 AD/ART lkatan Dokter Indonesia
(IDI) yang bertugas menjalankan bimbingan, pengawasan
dan penilaian dalam pelaksanaan Kode Etik Kedokteran
Indonesia (KODEKI). Bentuk putusan badan i bersifat
administratif belaka, sedangkan pengaduan yang bersifat
perdata ataupun pidana segera diserahkan kepada Pengadilan
Negeri untuk diselesaikan.
Karena susunan MKEK hanya terdin dari anggota
IDI serta pengangkatannya dilakukan oleh pengurus IDI
Pusat, maka ketentuan keputusan secara restriktif hanya
berlaku bagi para dokter yang bergabung dalam ID].
b.) Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik
Kedokteran (P3EK)
P3EK ditetapkan melalui peraturan Menteri Keschatan
pada talhun 1975. badan ini merupakan lembaga penegakan
disiplin yang langsung bertanggung jawab pada Menteri

Kesehatan. Oleh karena itu tugas P3EK ini adalah membina

% Wawancara Dengan Dokier Anis Syah Rial Di Kabupaten Bogor Pada Tanggal 15
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membertkan ﬁerlimbaugan kepzﬂa Menteri Kesehatan untuk
diambil tindakan administratif bagi dokter yang melanggar
kode etik Kedokteran tersebut. fenis putusan yang diambil
adalab menyatakan dokter bersalah atau tiaak bersalah, untuk
selanjutnya diajukan kepada Menteri Kesehatan dan bentuk
tindakan yang dapat diambil adalah berupa peringatan
dan/atau tindakan adminstratif.
2.) Melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

(MKDKI)

Konsep penyelesaian sengketa antara dokter atau dokter
gigi melalui MKDKI vyang ada dalam Undang-undang tentang
Praktik Kedokteran adalah untuk menggantikan Pasal 54 ayat (3)
UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Kesehatan, , yaitu
menggantikan peran Majelis Digplin Tenaga Keschatan. Majelis
ini bertugas memastikan apakan standar profesi telah dilakukan
dengan benar. Dalam RUU ini | setelah dikaiji, ternyata MKDKI!
memiliki tugas dan peran yang tidak berbe;,da dengan dua lembaga
di atas dan tidak dapat disebut menggantikan P3EK maupun
MKEK, sehingga dapat difarik kesimpulan bahwa MKDKT bukan
satu-satunya lembaga yang dapat menentukan terjadi ataw

tidaknya sebuah pelanggaran.
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b. Proses Perkara Terapeutik Melalui Peradilan Perdata sebagai

Akibat Hukum Wanprestasi / Perbuatan Mefawan Hukam®

Proses perkara sengketa Terapeutik melalui pengadilan
berdasarkan hukum, saat ini dapat dilakukan oleh orang yang
mengalami kerugian (affected people) baik pasien maupun dokter,
melalui prosedur guéatan biasa.

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan yang dimaksudkan
adalah, tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan terhadap
pihak lain yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum / wan
prestasi, yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian dengan
cara mengajukan Gugatan melalui Peradilan Umun.

Ketentuan upaya Penyelesaian Sengketa melaiui Gugatan
Perdata ini diatur dalam KUH Acara Perdata sebagai acuan hukum
acara yang berlaku atas pengajuan Gugatan Perdata ini, .

Lazimnya Gugatan ini diagjukan secara tertulis oleh
Penggugat, dan pihak Tergugat ( lawan ) akan memberikan jawaban
secara tertulis. Dalam mengajukan Gugatan i, Penggugat dapal
diwakili oleh orang fain yang diberi Kuasa Khusus yang dikenal
sebagai Kuasa Hukum. Pihak Tergugat juga berhak untuk diwakili
oleh Kuasa Hukumnya.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan taha;&tahap yang lazim

dilalui adalah sebagai berikut :

37 Wawancara Dengan Dokler Aris Syah Rial Di Kabupaien Bopor Pada Tanggal 15
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- Pengajuan dan Pembacaan ( Surat‘) Gugatan oleh pihak
Penggugat,

- Jawaban atas Surat Gugatan oleh pihak Tergugat. Berisi
Eksepsi, Tangkisan, Perlawanan ataupun Bantahan, bahkan
berisi gugat halik/rekonpensi

-~ Replik dari Penggugat.

- Duplik dari Tergugat.

- Pemeriksaan barang bukti / saksi / saksi ahli.

- kesimpulan

- Pembacaan putusan.

Gugatan f’erdata yang dimaksud adalah, Gugatan yang
diajukan oleh seorang pencari keadilan haik pasien maupun dokter
yang bertindak untuk pribadi masing-masing,

Gugatan Perdata ini sudah biasa dikenal dalam praktek éehari-
hari, sebagaimana telah diwraikan pada bahasan di atas.

Mengenai pembuktian, di samping penggugat dan tergugat
harus mengikuti hukum pembuktian pada umuninya sebagaimana
diatur dalam KUH Perdata,

Pengpunaan  kaidah-kaidah  hukum  perdata  dalam
menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah
hukum kedokteran, pada hakekatnya memperluas upaya pencgakan

hukum dari berbagal peraturan pernndang-undangan.
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Dalam hubungannya dengan masalah perlindungan hukum
dalam hukum kedokteran, dapat dibedakan adanya tiga fimgsi dari
hukuwm perdata, yaitu :

Pertama, dengan melalui hukum perdata dapat dipaksakan
ketaatan pada norma-norma hukum perdindungan bagi pihak-pihak
dalam hubungan 7erapeutik baik yang bersifat hukem privat maupun
hokum  publik. Misalnya wewenang hakim perdata untuk
menjatubkan putusan yang berisi perintah atau larangan (verbod of
gebod), terhadap seseorang yang telah bertindak secara bertentangan
dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu vergunnimg {surat
1zin) yang berkaitan dengan masalah ijin praktek kedokteran

Kedua, hukum perdata dapat membenikan penentuan nomma-
norma (nonnste!ling)_dalam masalah perlindungan hukum hubungan
Terapeutik, misalnya : melalut putusan Hakim Perdata ‘dapat.
diremuskan norma-norma tentang tindakan yang cermal vang
scharusnya diharapkan dart seorang dalam hubungaa masyarakat,

Ketiga,hukum perdata memberikan  kemungkinan  untuk
mengajukan gugatan ganti kerugian atas kerugian vang diderita
pasien, sebagail akibat dari dokter, dalam hal ini adaiah dokter, yang

biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Dari fungsi yang ketiga itulah, dapai diketahui bahwa tujuan
penegakan hukwn melalui penerapan kaidah-kaidah hukum perdata,

adalah terutama untuk lebih membenkan perlindungan hukum
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terhadap masyarakat luas maupun terhadap si korban yang menderita
kerugian.

Pertanggungjawaban dari segi hukum perdata atas dasar
perbuatan melawan hokum dalam sengketa yang berkaitan dengan
masalah hubungan , /erapeutik yang menimbulkan kerugian, pada
prinsipnya juga mendasarkan pada kaidah atan norma-norma yang
berlaku pada umumnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatice daad). Sekalipun demikian, ada beberapa
segi-segt khusus yang berlaku dalam soal pertanggungjawaban yang
menyangkut kerugian yang diderita pasien. Sedangkan kerugian yang
dihadapi dokter adalah hal perdata biasa.

Seperti telah diuraikan di muka, bahwa sesuai ketentuan
hukum, setiap orang mempunyai hak yang sama di muka pengadilan,
Mengenai hal ini dinamakan hak-hak subyekiif (subyektive 'rz'ghi.s-)
tersebut adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.
Dengan hak tersebut seseorang mempunyai hak untuk melakukan
suatit tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya. Tuntutan
tersebut mempunyai 2 fungsi yang berbeda, di mana fungsi yang
pertaina, yaitu pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar
yvang menimbulkan kerugian, Sedang fungsi yang kedua, yaitu hak
yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya suatu tindakan. Hak-
hak #u vang kemudiaa ditampung dalam ketentuan hukum, yang

menjadi dasar gugatan perdata sengketa Terapeutik.
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Suatu gugatan untuk mendapatkan ganti kerugian dan/ atau
undakan tertentu, harus mendasarkan pada adanya “perbuatan
melanggar hukum”, Tetapi juga tidak semua perbuatan melanggar
hukum dapat mewujudkan gugatan. Hanya perbuatan melanggar
hukum yang menimpulkan kerugian pada orang yang dapat dijadikan
dasar dalam gugatan. |

Ukuran atan kriterda dari melanggar hukwmnyva svatu
perbuatan, sebelumnya hanya merupakan pelanggaran dari  Pasal -
Pasal hokum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-
undangan yang berlaku), akan tetapi dapat dikembangkan lagi
menjadi lebih luas, perbuatan melawan hukumy tetah diartikan sccara
luas, yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak brang lain.

2. Perbuatan yang bertentangén dengan' kewajiban huk'umnya
sendiri.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan

dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat diuratkan secara
singkat seperti di bawah ini ;
1. Perbuatan vang Bertentangan dengan Hak Orang Lain
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365
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KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak
seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas
pada hak-hak sebagai berikut :

- Hak-hak Pribadi

- Hak-hak Kekayaan

- Hak atas Kebebasan

- Hak atas Kehormatan dan Nama Baik

2. Perbuatan vang Bertentangan dengan Kewaiitban Hukumnya

Sendiri
Bahwa, yang dimaksud denpan “kewajiban hukum” di sini

adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap
seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, Jadi,
bukan hanya berfentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga
bertentangan dengan hak orang lain menurut $indang-iIndang.
Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan

hukum adalah onrechimatige daad, bukan onwetmaiige daad.

. Perbuatan vang Berfentangan dengan Kesusilaan

Tindakan vang melanggar kesnsilaan yang oleh
masyarakat telah diakui sebagai hukum idak tertilis juga
dianggap scbagai perbuatan melawan hukum, Karena i,
maovakala dengan tindakan melanggar kesnsilaan fersebut telah
terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang meaderita
kerugian tersebut dapat memmntut ganti kerugian berdasarkan atas

perbuatan melawan hukum ( Pasal 1365 KUH Perdata).
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4. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau
Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik
Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau
keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik juga dianggap
sebagal suatu pérbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang
melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara -
melanggar Pasal - Pasal dari hukum tertulis, mungkin masih
dapat dijerat dengan perbuatan welawan hukum, karena
tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian
atau keharusan dalam masyarakat. Keharusan dalam masyarakat
tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat

yvang bersangkutan.

Seperti telah diketahui bahwa masalah beban pembuktian
dalam sistem peradilan di Indonesia terikat pada ketentuan Pasal
1865 KUH Perdata atau Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg di mana
beban pembuktian menjadi kewajiban Penggugat.

Pasal 1865 KUH Perdata menentukan :

“Setiap orang yang wmendalilkan bahwa ia mempunyai
suatu hak, atau guna menegohkan haknya sendiri maopun
membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atan peristiwa
tersebut™,

Pengaturan mengenai tanggung gugat dan ganti kerugian

masih berlaku ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana
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discbutkan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salalmya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut.

Dengun adénya ketentnan tersebut, sekalipun pengertian
mengenai perbuatan melawan hukum telah diperluas, maka
penggugat (korban) dalam perkara sengketa Terapentik akan banyak
menemmui kesulitan,  yaitu  pertama untuk membuktikan  unsur
kesalahan, di mana untuk membuktikan wnsur ini memerlukan
penelitian detail dan akan membutuhkan biaya besar. Sedang
kesulitan yang lain, adalahh dalam membuktikan adanya hubuagan
kausal antara perbuatan dengan kerugian pada penderita, karena
memerlukan pembuktian secara ilmiah mengenai adanya hubungan

kausal tersebut.

Sehubungan dengan adanya berbagai lesulitan tersebut

~kemudian ada gagasan untuk memberlakukan azas pembuktian

terbalik (omkering van de bewijslast), oleh karena dirasakan sangat
tidak adil dan berat apabila mewajibkan si penderita yang
memerlukan ganti kerugian, justru diberi beban untuk membuktikan
kebenaran gugatannya itu.. Namun demikian adakalanya berdasarkan
peraturan perundang-undangan, hakim tidak dapat menerapkan beban

pembuktian terbalik.
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¢. Proses Perkara Pidana vang Berkaitan dengan Hubungan
Terapeuntik sebagai Akibat Hukwm Wanprestasi / Perbuatan
Melawan Hukum®™
Perikatan antara para pihak dalamperianjian Terapeutik, yaitu
dokter dan pasien juga memiliki perikatan terhadap pihak ketiga vaitu
negara sebagai- penanggungjawab  terciptanya ketertiban sosial. |
Perikatan terhadap negara juga muncul secara bersamaan dengan
munculnya perjanjian Terapeutik pada raat transaksi Terapeutik di
setujui. Perikatan dengan negara tersebut terjadi karena Undang-
Undang. Hal ini sudah menjadi ketentuan hakﬁ dalam hukum di
Indonesia bahwa setiap orang harus tunduk pada hukom pidana
termasuk diantaranya adalah dokter dan pasien. Dari hal ini dapat kita
runrat kewaiiban dokter vang harus dipenuhi denzan taat dan tidak
melanggar ketentuan hukum pidana di [ndonesia. adepun ketentuan

pidana tersebut antra lain akan disebutkan dibawah ini.

1.} Pemenuian Kewaiibanr Dokter Terhadap Negara dalam
bidang kedokteran

Kewajiban dokter adalab pada Pasal 75 yang secara tersirat
pelafangan melakukan tindakan yvang melangear Pasal 51 1]
kedoktean.

Pasal 79 ULj kedokteran
Dipidana dengan pidana kurungan palinglama 1 tahun atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 setiap dokter/dokter gigi yang :

C dengan sengaja tidak memenuhikewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5Thuruf a,b,c,d,dan e.

*8 Wawancara Dokter Aris Syah Rial Di Kabupaten Bogor Pada Tenggal 15 Agustus 2005

73




: Sedanglan Pasal 51 UU kedokteran berbunyi :

j 1. Dokter atau doktergigi dalam melaksanakan prekiek

1 kedokteran memiliki kewajiban :

; 2. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standard
profesi dan standard prosedur operasional serta kebutuhan
medis pasien. ‘

3. Merujuk pasien ke dokter/dokfergigi lain vang memiliki
keahlian dn kemampuan yang lebih baik, apabila tidak

| mampu meslakukan suatu pemeriksaan dan pengobtan.

4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien
babkan juga setelah pasien meninggal dinia

5. Melakukan pertolongan darural atas dusar kemaausiaan,
kecuali 1a yakin bila ada orang lain yang bertugas dan
mampu malakukannya.

6. menambal ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangna
ilmu kedokteran/kedokteran gigi

] 2.) Pemenuhan Kewajiban Pasien: dalam menciptakan tertib
! sosial kepada negara

Pasien sebagai masyarakat juga memiliki- kewajiban
tersendiri terhadap negara yaitu menciptakan tertib sosial, dalam
hal ini pasien wajib melaksanakan kewajibannya terhadap.dokter
yaitu membayar jasn pelayanan medis yang dilakukan dokter
tersebut. Dengan melakukan kewajibannya berupa melakukan
pembayaran terhadap dokter tersebut maka pasien telah
melaksanakan kewajibannya terhadap negara dalam turut

menciptakan tertib sosial dan tidak meanggar hukum pidana.

3.) Pemenuhan Kewajiban Negara dalam menegakkan hukum
pidana atas pelanggaran hukum pidana ileh para pihak
dalam perjanjian Terapeutik

Dalam hal ini negara sebagai center of control terhadap

berjalannya segala kegiatan di  masyarakat berkewajiban
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memberikan kepada warga negaranya perlindungan hukum,
demikian halnva untuk dokter maka akan dilindungi secara
hukwm dari pasien vang tidak beritikad baik, oleh negara apabila
memenuhi syarat yaitu telah melakukan tugas sesuai dengan
standard profesi dan standard prosedur operaional. Salah satunya

adalah tercantum dalam Pasal 50 huruf a UU kedokteran.

Adapun kewajiban negara vang lain adalah menegakkan
hukumn pidana atas adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

dokter pada saat melakukan tugas.

Pembentuk undang-undang, lemyata juga mengundang
sanksi pidana dalam menentukan kebijakan periindungan hukum.
Dalam UU Praktik Kedokteran  tersebut telah dirumuskan
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancan dengan ‘sanksi
pidana sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merupakan Tindak
Pidana.

Ancaman Pidana vang disediakan bagi Tindak Pidana
kedokteran tersebut adalah Pidana penjara atau pidana denda
yaitu terdapat dalam Pasal 75 sampai dengan ‘80 Uindang-undang
praktik kedokteran. Penyelesaian melalui cara ini melibatkan

lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (

criminal justice system ) yakni Kepolisian sebagai peryidik,
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Kejaksaan  sebagai penuntut umum dan Pengadilan serta
Lembaga Pemasyarakatan bagi eksekusi pulusan pidana penjara.

Dalam UU Praktik Kedokteran telah diatur mengenai adanya
perbuatan-perbuatan vang dilarang dan diancam dengan sanksi
pidana. Artinya [JU Praktik Kedokteran telah merumuskan secara
tersendiri perbuatan mana saja yang dianggap sebagai suatu
tindak pidana, selain tindak pidana umum dalam KUHP.

Sanksi pidana vang diancamkan meskimun sangat tinggi
sebenarnya lidak berorientast kepada korban. Dengan adanya
sanksi pidana, pihak yang dimgikan tidak akan mendapat
keuntungan, walaupun diancamkan pula adanya sanksi pidana
tambahan berupa pembayaran ganti rugi, namun karena
kedudukannya hanva sebagai pidana tambahan yang tidak wajib
dijatubkan maka pihak vang dirugikan selaku korban tetap tidak
mendapat perha.tian,

Ancaman sanksi pidana ini lebih berorientasi kepada bidang
kedokteran dalam hal ini agar orang yvang melakukan tindak
pidana kedokteran yang telah dijatuli pidana penjara akan jera

dan tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi yang belum /

tidak melakukan pelanggaran akan menjadi “takut” sehingga

dapat mencegah melakukan perbuatan yang merugikan orang

lain.
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Tuntutan Pidana ini akan diajukan sesuai dengan Hulum
Acara Pidana yang berlaku yaitu melalui proses penyidikan oleh
Polri, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan
dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri.

Tuntutan Pidana dilakukan apabila perbuatan Pelaku
memenuhi unsur-unsur delik / tindak pidama baik yang
dirumuskan dalam KUHP atau didalam peraturan perundang-
undangan lainnya khususnya dalam hal_im’ adalah UU praktik
kedokteran,

Tentang laporan / pengaduan tentang adauya tindak pidana
dibidang kedokterm. ini dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai
pasien individu,

Karena Perbuatan Pidana dalam hal ini bukan termasuk pada

Delik Aduvan, maka laporan / aduan tidak harus dilakukan oleh

korban / kuasanya.

Dalam penerapan sanksi pidana tentunya hLarus dapat
dibuktikan dahulu terpenuhinya unsur-nnsur delik pidana
tersebut. Di dalam rumusan tindak pidana terbagi dalam dua
kriteria yaitu kejahatan dan pelanggaran. Keduanya mensyaratkan
unsur “(dengan sengaja) melawan hukum” dan “mengakibatkan
kerugian pada pihak lain”. Mengenai wnsir “melawan hukum™
atau /egality. Perbuatan melawan hukum dapat ditinjau dari segi

formal dan material. Dari segi formal “unsur melawan hukum”
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berarti setiap perbuatan pidana mengaharuskan adanya aturan
hukum terlebih dahulu ( Pasal | KUHP : asas nulium
defictum/iegalitas), Sedangkan tiniauan dan segi material,
perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan
tersebut harus denar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Sifat ini
yang disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan
(wederrechielijkheid der gedraging). Jadi tintavannya tidak saja
dari sudut perundang-undangan formal, akan tetapi juga dan
sudut yang lebih dalam lebih hakiki (maferiaf).

Dalam hal pelanggaran maka yang ada adalah unsur
“melanggar kefentuan perundang-undangan”, dan bukan unsur
“melawan hukum”. Unsur melanggar ketentvan perundang-
undangan dapat diartikan bahwa pelanggaran pcrsyaratém izin,
merupakan suatu persyaratan awal ada/tidakmya perbuatan pidana
formal ini. Pembuktian pelanggaran ketenfuan administrasi ini
dapat meringankan penuntut untuk membuktikan unsur tersebut,

Kejahatan dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana
dengan proses dan tahapan yang sama. Adapun Tahapan proses

perkara pidana antara lain adalah :
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a.) Tahap pelaporan,

Dalam tahapan ini korban yang dirugikan dapat
melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat dimana
fucus deficty berada. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh
dokter berypa pelanggaran Pasal pidana ULl Praktik
Kedokteran maka pasien dapat melaporkan kepada kepolisian,
sedangkan dalam he! dokter yang menjadi korban atas tidak
dipenuhinya biaya jasa atau masalah pencemaran nama baik
dokter oleh pasien maka dokter dapat melaporkan pasien ke

polisi.

b.) Tahap penyelidikan dan penyidikan

[Hal mengenai penegakan hukum pidana ini tidak lepas
dari keberadaan Penyidik yang meniliki kewenangan
melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal ini ‘entunys
akann wemperlancar proses pidana  Jdan mempertajam
penyehdikan pidana.

Jadi  penyelidikan  yang i terapkan  dalam
penyelesaian sengketa Terapeutik adalah penyelidiken oleh

polisi.
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¢.) Tahap di Pengadilan
1). Pemeriksaan i Muka Hakim

Sistem pemeriksaan hukum terdapat  berbagai
jenis. Adapun 2 cara sistem pemeriksaan yaitu: (1) Sistem
Accusatojr, tersangka/terdakwa diakui sebagai subjek
pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya
untuk melakukan pembelaan diri atas tuduban atau
dakwaan vang ditujukan atas dirinva. Dalam sistem ini
pemeriksaan  terbuka untuk umum  (depan sidang
penpadilan) (2) Sistem Inguisitoir, tersangha/terdakwa
dianggap sebagai obyek pemeriksaan. Dalam sistem ini
pemeriksaan tertutup, dan tersangka /terdakwa tidak
mempunyai hak untuk membela diri (di depan penyidik).
Namun kedua sistem ini mmlai ditinggalkan, setelah
diterapkan Ul No.8/1981 tentang KUHAP, dengan
diberinya hak tersangka/terdakwa didampingi penasehat

hukum

Dalam pemeriksaan dimuka hakim juga dilakukan
pembuktian, bahwa benar suatu peristiwa pidana telah
terjadi dan terdakwalah yang bersalah welakukannya,
sehingga harus mempertangpungjawabkannya. 4 teorl
pembuktian, yvakni (1) teori pembuktian positif, bahwa
bersalah stau tidaknya terdskwa tergantung sepenuhnya

pada sejumlah alat bukti yang telak ditetapkan terlebih
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dahulu (keyakinan haldm diabailkan), (2) teori pembuktian
negatif, bahwa hakim hanva boleh menjatubkan pidana,
apabila sedilit-dikitnya alat-alat bukti vyang telah
ditentukan dalam UU ada, ditambah keyakinan hakim
yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti, (3) teori
pembuktian bebas, bahwa mengakui adanya alat-alat buktt
dan cara pembuktian, namun tidak ditentukan dalam UU,
dan (4) teori pembuktian berdasarkan keyakinan, bahwa
hakim menjatubkan pidana semata-mata berdasarkan
keyakinan pribadinya dan dalam putusannya tidak perlu
menyebut alasan-alasan putusannya, Alat-alat bukd vang
sgh, spabila ada hubungsn dengan suatu tindak pidana,
menurut Pasal 184 Ayat (1), alat bukti vang sali: (1)
keterangan saksi (Pasal 1 Angka (27)), kei’erangan
mengenai suatu peristiwa pidana yong ia saksi dengan
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan
menyebutkan alasan dari pengetshusnnya itn (tidak
termasuk  keterangan diperoleh dari orang
lainftestimonium  de auditn), denpan 2 syarat syarat
formil, apabila keterangan tersebut diberikan oleh saksi di
bawah sumpah, sedangkan syarat materil, bahwa
ketarangan saksi, hanya salah satu dari alat bukti yang
sah, serta terlepas dari hal mengundurkan diri sebagad

saksi (Pasal 168), bahwa yang ftidak didegar
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keteranaznnva adalah keluarga sedarab atau semenda
dalam garis hurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke
tiga dari terdakwa, sandara dari terdakwa atau yang sama-
sama terdakwa, dan suami atau istrd te: dakwa, walaupun
telah bs:rcerai. 2 ienis saksi: (a) saksi A Charge
(memberatkan terdakwa), saksi yang dipilih dan diajukan
oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannva vang
memberatkan terdakwa, (b) saksi A De Charge
(menguntungkan terdakwa), saksi vang dipilih atav
digjukan oleh penuntut umum atan terdakwa atan
penasehat hukum, yang sifatmya menngankan terdakwa.
{23 Keterangan ahli (Pasal 1 Angka 28), keterangan vang
diberikan oleh scorang yang memiliki keahlian khusus
tentang hal vyang diperdukan untuk membuat terang
tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan
pemeriksaan. (3) Surat (Pasal 187). (4) Petunjuk (Pasal
189}, perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuaianuya, baik antara yang satu dengan vang lain,
maupun dengan tindak pidana itw sendini, menondakan
bakwa telah teriadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya, Petunjuk diperoleh dari keterangen saksi,
surat, dan keterangan terdakwa. Peniiaian atas kekuatan
pembuktian dari suatu petunjuk ditentukan oleh hekim, {5)

Keterangan terdakwa (Pasal 189), apa yang terdakwa
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pAR

3)

-

nvatakan disidang tentang perbuatan vang 1a lakukan atau
vang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keferangan

tersebut hanva dapat digunakan terhadap dirinva sendiri

Penuntutan

Setelah diperiksa dimuka hakim dan masing-
masing menvaksikan pembuktian maka jaksa mengajukan
tuntutan berupa Reoquisitolir penuntut umuwm. vaitu surat
vang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan
selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada
hakim dan terdakwa atau penaschat hukum. Isi requisiioir
(surat tutntutan umum) adalah: (1) identitas terdakwa, (2)
isi  dakwaan, (3) fakta-fakta vang ferungkap
dipersidangan, seperti: keterangan saksi, keterangan
terdakwa. alat bukti, visum et repertum. dan fakta-fakia
juridis, (4) pembahasan juridis, (50 hal-hal vang
memberatkan dan meringankan terdakwa, (6) tumtutan
hukum, .dan (7) surat tuntutan yang telah diberi nomor ,

tanggal, dan tanda tangan penuntut umuom.

Pembelaan

Setelabh mendengar jaksa membacakan tuntutan
maka penasehat hukum membuat pembelaan berupa
pledooi, Pledooi  pembelaan yang diucapkan oleh

terdakwa maupun penasehat hukum vyang berisikan

83




4).

5).

tangkisan terhadap tuntutan penuntut umum  dan
mengguakan hal-hal vang meringankan dan kehenaran
dirinva. Isi pledooi pada dasarnya terdakwa minta
dibebaskan dari segala dakwaan (vriisnraak) karena tidak
terbukti;,tcrdakwa supaya dilepaskan dari sepala tuntutan
hukum (anslag van rechtsvervolging) karena dakwaan
terbukt, tetapi bukan merupakan suatu tindakan pidan dan
atau terdakwa minta dihukum vang seringan-ringannya,
karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang

didakwakan kepadanya

Pembaeaan putusan

Dalam tahapan ini dijatuhkan putusan apakah
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atey tidak,
serta jika teibukti maka akan disertai hukuman vang
dijatuhkan berupa hukuman pokok dan tambahar,. Dalam
Laitan dengan pidana kedokteran pidana vang dijatuhkan

dapat berupa gantiragi yang harus dibayar oleh pelaku.

Tahap pengajuan Upaya Hukum

Upaya hukum (Pasal ! Angka 12), hak dari
terdakwa atau penuntut umum unfuk tidak menerima
putusan pengadilan yang berupa untuk mengajukan
perimohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurat

cara yeng diatur dalam UU. Dua upaya vyang dapat
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ditemnpuh: {1) upaya hukum biasa: {a} banding {Pasal 67),
suatu alat hukum (rechteniddel) vane merupakan hak

terdakwa dan hak penuntut wnum untuk memchon, agar

putusan  pengadilan negeri  diperiksa  kembali  oleh

pengadilan  tingei, dengan  (uiuan  memperbaiki
ki
kemunclinan adanya keldwlafan pada putusan pertama.
Permohonan ini dapat dilakukan dalem wakty 7 hari
setelah vonnis diberitshukan kepada terdakwa, (b) kasasi,
suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari
mahkamah agung untuk memerksa kembali putusan.
putusan terdahufu dan int merupakan peradilan teralchir.
Permchonan ini digjukan dalam kurung wakiu 14 hart
setelah  vonnis  dibacakan., Pada pengajusan  kasasi,
terdakwa diwajibkan membuat. memori  kasasi  yang
diserahkan kepada panitera pengadilan negeri dan untuk
ity panitera memberi suarat tanda terima. Alasan kasasi
diajukan, karena pengadilan _tidak berwenang  atau
melampau  batas wewenang, salah menerapkan atau
melanggar hukum yang berlaku, den lalai memenuhi
syarat-syar ¥t yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undmgan (Pasal 253 Ayat (1), (2) upaya hukum lsar
biasa, (a) kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259),
semua putusan yang telah mempereleh kekuatan hukum
tetap dari pengadilan selaian dari putusan MA, Jaksa

Agung, dapat mengajukan satu kali permohonan, putusan
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kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan
pihak yang berkepentingan. (b) Herziening, peninjanan
kembali terhadap putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 263 Ayat (1)).
Peninjayan ini diajukan oleh terpidana arau ahli warisnya.
Alasan pengajuan (Pasal 263 Ayat (2)), apabila terdapat
keadaann baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa
apabila keadaan itu sudah diketahui sebelum sidang
verlangsung hasiinya akan berupa putusan bebas atau

putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih

ringan (novum), apabila putusan itu dengan jelas

memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan
nyata.pengadilan ditetapkan. (3) Upaya hukum grasi,
wewenang dari Kepala Negarz untuk  memberikan
pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan

oleh Hakin, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atan

merobah sifat/bentuk hukuman .
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BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian pdda bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan
sebagi berikut :

1. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban
dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut :

a. Faktor Struktur Hukum
1.) Kurangnya sosialisasi hukum kedokteran (Penerapan Asas
Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran )
2.) Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan
Hulau
b. Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya
pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat.

2. Akibat Hukum Perjanjian 7erapeutik antara dokter umum dan pasien
di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu
sendint yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam
Perikatan tersebut. S_edangkan akibat hukum dari kesalahan diagnosa
pada klinik sederhana mandiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu
kesalahan minor dan kesalahan mayor. Kesalahan minor tidak
menimbulkan bahaya bagi pasien schingga akibat hukum dari

kesalahan ini biasanya diabaikan. Kesalahan Mayor adalah kesalahan
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yang mengakibatkan bahaya bagi pasien yaitu luka berat atau
kematién. Untuk kesalahan mayor maka dapat dikenakan akibat
hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi
/ perbuatan melawan hukum) daii perjanjian tersebut, maka akibat
hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui
Jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK),
Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK),
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),
perdata atau pidana. Sepanjang permasalahan tersebut dapat
diselesaikan dalam jalur administratif maka biasanya tidak
dilanjutkan ke jalur peradilan. Namun apabila majelis kode etik
menyatakan bahwa terdapat kesalahan maka dapat diteruskan melalui

lembaga peradilan.

B. Saran

I

Perlunya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum
kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak
dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban
apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak

medis.

. Agar mempermudah  proses hukum pada bidang hukum

kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada
badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan

atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran.
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